GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 857 - 2023
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PARIAMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Wali Kota Pariamantentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali
Kota.

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan RPD.

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubermnur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemernintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor &757).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6806).

Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanmja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
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MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kola Pariaman tenlang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Guberrur ini.

Wali Kota Pariaman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan
Daerah Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan
Gubernur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota
Pariaman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Wali
Kota Panaman menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Pariaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Wali
Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri,
selamutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada
Menteri Kevangan untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Wali Kota Pariaman menyampaikan kembali Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Wali Kota Panaman tentang Penjabaran Angparan Pendapatan
dan DBelanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan
hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA
untuk mendapatkan nomor register,

Wali Kota Pariaman menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 setelah  mendapatkan nomor register
sebagaimarna diktum KEEMPAT.

Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan Peraturan Daerah Kotz Pariaman tentang
Anpggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 dan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 suwh, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan.



KETUJUH . Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2T Desember 2023

GUB MATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK Rl Provinsi Sumatera Barat;

3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - B57 - 2023

TANGGAL 22 DESEMBER 2023

TENTANG EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALl KOTA PARIAMAN
TENTANC PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2024 dengan :

A. Ketentnan peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi;

B. Kepentingan umum;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA}

dan Prigritas Plafon Anggaran Scmentara (FPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 avat (3) dan Pasal 315 ayat (!) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daecrah, serta Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh
Bupati, meliputi:

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota

Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan
Perundang-Undangan.
Rancangan Peraturan Daerah Keta Pariaman tentang APBED Tahun Anggaran
2024 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Pariaman dan DPRD
dan Rancangan Peraturan Wali Kota Panaman tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan
jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proscs Penyusunan APBD o
No. Urasan Permetapanj Persetujuan / Sural Ket.,
L Nomer Tanpgal _
Tidak Scsuai,

Penetapan Perkada (pabing lambal satu

1 | mengena RKPD Kota 44 Tahun 2023 31 Jduli 2023 minggu setelah

Pariaman Tahun 2023 . RKPT} Provins di
. tetapkan)
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Penetapan/ Persetujuan/ Surat

M. Urai

n) raian Nomor Tanggal Ket.
Penyampaian Rancangan Sesud,

; KUA dan Rancangan i 13 Juli 2023 (paling lamixat

2 | PPAS oleh Kepala Daerah | oo/ 1380/BPRPD/2023 minggu [l bulan
kepada DPRD Juli)

Sesuai
Kesepakatan antara Hal,

3 | Kepala Dacrah dan DPRD | [TOLUPERD/VITIZ0I3& | 1y agucing goog | PAling lambac

atas Hancangan KUA / ~ minggu [l bulan
. Agustus)

. Sesuui

K akat ta '

4 | Repala Dacrah dan DPRD | 170/ 12/DPRD/VHI/2023 & | 11 ngor  {peling ambat

atis Rancangan FPAS 180/02/HUR-2023 e : minggu 1t bulan
B | Agustus)

Peny aian B —

Peraturan Dacrah | Tidak sesua,

5 | tentang APBD uleh 903/ 1963/ BPKFD/ 2023 02 Kovember 2023 ; \PAIINE *?I";bﬁn
hepaia Daerah kepada ImingEu u
DPRD September)|

Sczuai,
. |paling lambat 1

& [P]E;E?;ﬁ:r?r;(:;;?:g:erah : 180708 /HUK-2023 & A0 November - (satu) bulan

170/ 16/ DPRD X1 /2023

Tentang Ranperda APBD 2023

lahun anggaran
Berkenaan)

. Rancangan Peraturan
; Daerah lentang APBD
- dan Rancingan

Gubernur

Menvarmpaikan
Sesual,

hari sejak tanggal

W3/ 2184 /BPKPL-2023 4 Desember 2023

Peraturan Kepala Dacrah persclujuan
tentang Penjabaran APBD Rancangan Perda
untuk dicvaluasi APRDY)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD  Tahun
Anggaran 2024 1elah disetujul bersama antara Wali Keta Parlaman dan
DPRD pada tanggal 30 November 2023 dan telah disampaikan kepada
Gubernur pada tanggal 4 Desember 2023, sudah sesuail dengan Pasal 245
ayat (3), Pasal 315 ayat {i1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tenlang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kalli terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tabun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampaikan kepada
Gubernur untuk dievaluasi paling lambal 3 (liga) han kerja sejak tanggal
persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Panaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tenlang
Penmjabaran APEBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai dengan
RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

RKPD Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali
Kota Pariaman Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Panaman Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3! Juli 2023,
tidak sesuai dengan Pasal 104 ayat (2} Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Percncanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Paerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerzh Dan
Rencana Pembanpgunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

scbelum dimulainya

idisampaikan 3 [tiga)
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan
Bupati/Peraturan Wali Kola tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1
(satu) minggu sctelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan RKPD
Provinsi Sumatera Baratl Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023
dengan Peraturan Gubernur Surnatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Eencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun
2024 oleh Wali Kota Pariaman kepada DPRD Kota Pariaman pada tanggal 13
Juli 2023 dan Kesepakatan antara Wali Kota Pariaman dengan DPRD Kota
Pariaman terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada tanggal 11 Agustus
2023, sesuai dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam
Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan AFPBD Tahun Anggaran 2024 vang menegaskan bahwa
penyampalan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh
Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu T Agustus
2023 dan Kesepskatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan
KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023,

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh
Wal Kota Pariaman kepada GPRD Kota Pariaman pada tanggal 02 November
2023, tidak sesual dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD
dalam Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan
bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh
Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi
daerah yang menerapkan 5 {lima) hari kerja per minggu atau paling lambat
Minggu IV bulan September bagi daerah vang menerapkan & {enam) hari
kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerahl tentang
APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kota Pariaman dengan Wali Kota Pariaman
pada tanggal 30 November 2023, sudah sesuai dengan Tahapan dan jadwal
proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) Tahun Anggaran 2024
yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
dilakukan paling lambat 1 {satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran
berkenaan.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kofa Panaman agar konsisten dalam
memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, mulat dari penetapan RKPD, penyusunan
dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD
untuk dibahas dan disepakat bersama untuk menjadi dasar bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai
dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemernintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebjjakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
dalam APBD

Sermmua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan dacrah merupakan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapal dicapal untuk
setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangar, yvang terdiri atas pendapatan daerah dan
penerimnaan pembiayaan daerah. Pengeluaran dasrah merupakan rcencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianva dana atas
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penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar
hukum yang melandasinya, yang terdird atas belanja daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah. Selamjutnya, setiap pejabat dilarang
melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia.

Pemerintah Kota Pariaman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah,
belanja dacrah dan pembiayaan daerah antars lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Alokasi targel pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daecrah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Angparan 2024, harus
berdasarkan pada perkiraan vang terukur secara rasional yvang
dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan
memiliki  kepastian serla sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana rmaksud Pasal 24 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal
tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam menyusun
prognosis target pendapatan harus memperhatikan realisasi
pendapatan dacrah Tahun Anpgaran 2022 schesar
RpH06.838 687,945 atau 95,78% dari total anggaran pendapatan
daerah dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan cdaerah
Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
sebesar Rp542.118.208.818,09 atau 82,55% dari total pendapatan
dacrah dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pariaman ienlang APBD Tahun Anggaran
2024 mecliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) yang udak perlu dibayar kembali oleh daerah
dan penerimaan lainnya sesual dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang
merupakan hak daerah dalam 1 (satu}) tahun anggaran,
sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 dan butir C.l.a s/d C.1.1 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Pecnetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekenomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud
Pasal 102 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dagrah.

d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapalan antara lain
adalah mendukung pemulihan duma wusaha dan optimalisasi
melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan
pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Alokasi belanja dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana
atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dengan
memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022
sebezar RpHh06.416.280.478 atau 94,47% dar: lolal belanja daerah
dalam Peraturan Dagrah Kota Pariaman tentang Pcrubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran
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2023 sampai 10 Novernber 2023 sebesar Rp471.083.331.297 atau
69,18% dan total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Koia
Pariaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Pemerintah  Daerah Kota  Pariaman menyusun  program
pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebuluhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik
dan pencapaian sasaran pembangunan scbagaimana maksud butir
C.l.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

belanja daerah harus mendukung target capalan prioritas
pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kcwenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan
pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan
publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan
transformasi ckonomi paling sedilat meliputi:

1} penghapusan kemiskinan eksirem antara lain;:
a] pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
b] peningkatan pendapalan masyarakat.
¢}  penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
2}  penurunan stunting antara lain:
a] Kkegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu
hamii, bayi dan balita.

b} kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive sepery
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak,
akses layanan keschatan dan keluarga berencana dan
pendampingan keluarga rawan stunting.

c) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan
yang mendukung pembenan makanan tambahan dan suplemen
gizi terutama uniuk ibu hamil, bayi dan balita.

3} pengendalian inflasi antara laing
a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
b) pengendalian laju alibh fungsi lahan.,
¢} pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.
d) penguatan tata kelola logistik daerah.
¢]  pengawasan harga dan operasi pasar.
4} peningkatan investasi antara lain:
a] kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistern
Online Single Submission (O35).

b} mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber
daya manusia.

5] penguatan kualitas sumber daya manusia;
6) pembangunan infrastruktur; dan

71 pcningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).

Pemerintah Kota Pamaman menetapkan target capaian kinerja
program, Kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd
untuk belania daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan,
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kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

f. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD,
Pemerintah Kota Panaman memprioritaskan alokasi anggaran
beclanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja
penunjang puna mendukung capaian target kinerja program,
kegiatan dan subkegiatan.

g. Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar
harga satuan rcgional, analisis standar belanja, dan/atau standar
teknis sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023
{entang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5)
Lampiran Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

3. Kebijakan Pembayaan Daerah

a. Peminayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang periu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada
tahun tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28
ayat (3} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan buur
C.1.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

b. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja
pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.

c. pembiayaan nette merupakan selisih antara penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto
digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup
defisit anggaran.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp656.864.466.101
mengalami penambahan sebesar Rp121.849.680 atau 0,02% dibandingkan
dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp656.742.616.421,

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Dasrah (PAD) sebesar Ep50.514.504.873,00.

2. Pendapatan Transfer sebesar Rp603.925.961.228,

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah scbesar Rp2.424.000.000

Penganpgaran target Pendapatan Daerah tersebul harus merupakan
perkiraan wyang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
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diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman juga harus melakukan reformasi
kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia
usaha dan ocoptimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak
untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi
ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp656.864.466.101,
dinnei sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut -

Tabel 2
Pendapatan Dacrah

VRAIAN JUMLAH [Rp|

- PENDAPATAN DAERAH

PENDAFATAN ABLI DAERAH (PAD) _ 50.514.504.873
Pajak Dacrah 12.040.000.000
Reiribuasi Dacrah _ 8371.745.718
Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang G O86.510.155

~ Dipisahkan )

_ Lain-lain PAD vang Sah . 20.116.249,000

 PENDAPATAN TRANSFER _ 503.925.961.228
Pendapatan Transfer Pemnenintah Pusat ) 67.456.204.000
Pendapatan Transier Antar Daerah 36,409 757 2258
Pendapatan Hibah 2.424.000.000

656.864.456.101
Jumlah Pendapatan

1. Pendapatan Asli Dasrah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.514.504 873,

Selarnjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajakt Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rpl2.040.000.000.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan
Pajak Daerah antara lain :

1] Pajak Hotel sebesar Rpl100.000.000.

2] Pajak Restoran sebesar Rpl.500.000.000.

3) Pajak Rcklame scbesar Rpl10.000.000.

4} Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp4.6580.000.000C,

3] Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp500.000.000.

) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkoltaan (PEBPZ)
sebesar Rp2.400.000.000.
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7] Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTRE) sebesar
Rp2.700.000.000.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kkota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp8.371.745.718,

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek
pendapatan retribusi daerah antara lain :

1} Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.625.000.000 dengan rincian
antara lain :

a) Retribusi Pelayvanan Persampahan/ Kebersihan sebesar
Rpa60.0C0.000.

b] Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar
Rpl.000.000.000.

¢) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp300.000.000,00.

d} Retribusi Penpawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi Rp200.000.000,

Terhadap perndapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan
kesehatan yang semula diletakkan dalam Lain-Lain
Pendapatan Asll Daerah pada obhyek Pendapatan BLUD dari
Jasa Layanan, agar dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum
pada obyek Pelayanan Kesehatan, hal ini sesual dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 27 ayat
(3} yang berbunyl: Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

2] Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp5.241.¥45.718 dengan rincian
antara lain :
a) Retribusi Pemakaian Kckayaan Daerah sebesar
Epl.341.745.718.

b) Retmbusi Pasar Grosir dan/atau  Pertokoan  scbesar
Rpl.800.000.000.

¢} Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp350.000.000.

d} Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar
Rp1.500.000.000.

e] Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar
Rp200.000.000

3) Retribust Perizinan Tertenti sebesar RpS05.000.000 dengan
rincian antara lain :
a) Retrtbust lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan
Angkutan Umum sebesar RpS.000.000

b) Retribusi Perselujuan Bangunan Gedung sebesar
Rp500.000.000.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan
APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan pada
peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang
disusun berdasarkan:
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(1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling
lama 4 Januan 2024; dan

ndang-Undang Nomor un untuk target penerimaan
{2) Undang-Undang N 1 Tahun 2022 k target peneri
paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024,

scbagaimana dimaksud butr C.2.a.1l)a} dan butir C.2.a.1)b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya
peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk
itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya
peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomeoer 1
Tahun 2022,

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomeor 28 Tahun 2009, masih dapal berlaku paling lama sampal dengan
tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah
terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,

mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal
4 Januar 2025.

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus
untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif
mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, dikecualikan
untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah
dan retribusi daerah sebagai berikut:

(1} pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV /2017,

(2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akla
catatan sipil, sesuail amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan; dan

(3) retribusi izin gangguan, sesual amanat Pasal 114 angka 2 Undang-
Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah
lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pajak daesrah dan retribusi dasrah dalam APBD Kota
Pariaman Tahun Anggaran 2024 harus mempertimbangkan paling
sedikil kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Selain
itu, penetapan target pajak dacrah dan reiribusi daerah dalam APBD
memperhatikat:

{1} pemberian kerninganan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran alas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi
daerah, sesuai maksud Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022,

(2} kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022,
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{3) insentif fiskal wyang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib
pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala
daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

{i). kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;

(ii). kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang
terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan  yang
dilakukan cleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan
untuk menghindari pembayaran pajak;

{iiij. untuk mendulkung dan melindungl pelaku usaha mikro dan
ultra mikro;

(iv). untuk mendukung kebijjakan Pemeriniah Daerah dalam
mencapal program prioritas Daerah; dan/atau

{v]. untuk mendukung kebijakan pemeriniah dalam mencapai
program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang.

scsual maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian [nsentif dan Kemudahan Investasi di Dacrah.

Berdasarkan realisast pendapatan per 10 November 2023, realisasi
Pendapatan Asli  Daerah (PAD] Kota  Pariaman  sebesar
Rp3l. 394 .798.049.09 alau 553,34% dari alokasi Pendapatan Asli
Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
scbesar Rp56.734.994.431, yang diuraikan antara lain :

1] Realisasi Pajak Daerah sebesar Rpl0.925.570.276 atau 85,19%
dari alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023
scbesar Rpl12.825.000.000.

2} Reahsasi Retnibusi Daerah sebesar Rp2.392.940.287 atau
15,46% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp15.482.768.976.

Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kota Pariaman
perlu menghitung kKembali target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
tersebut secara lebih cermat sesuai dengan potensi nyata yang
dimiliki, sehingga besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kota Pariaman
merupakan rencand Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional
dan dapat dicapai.

¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran |
Ringkasan APBD Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp%.886.510.155.

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba
dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemenntah Kota
Pariaman, maka penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  dianggarkan  derngan
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan
modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah
Kota Pariaman sampai dengan Tahun Anggaran 2023 serta
memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/fatay
manfaat lainnya dalam jangka waltu tertentu meliputi :
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1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktuy tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang
mendapatkan investasi pemerintah daerah.

2] Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam waktu lertentu.

3] Peningkatan pencrimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi vang bersangkutan.

4] Peningkatan penverapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagal alabal langsung dari inveslasi
yvang bersangkutan.

5 Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
Investasl Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir €.2.3.2) Lampiran
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 lenlang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,

Untuk itu, Pemerintah Keta Pariaman juga harus melakukan antara
lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak
menunjukkan kinerja vang memadal {Performance Based), atau
belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan
modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Selaizn, mulai dari
melakukan cfisicnsi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai
dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset] sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu
melakukan proses due diligence melalul lembags appraisal yang
certified terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau
upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat
seluruh /sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud telap
merupakan Kekayaan Pemerintah Kota Pariaman vyang tcrcatat
dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai
salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman.

Belain  ity, Pemerintah Kota Pariaman juga harus lebih
mcngefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
ke arah peningkatan kincrja dalam perolehan bagian laba bagi
Permnerintah Kota Pariaman sesuai dengan tujuan pertyertaan meodal
dalam rangka meningkatkan Pecndapatan Asli Daerah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daeragh
yvang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 scbesar Rp20.116.249.00Q,
harus mempedomani Pasal 24 ayat (4] dan Pasal 31 ayat (4}
Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3)
Lampiran Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah wang Sah tersebut
diuraikan antara lain ke dalam cbjek pendapatan sebagai berilkut :

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sehesar
Rp330.000.000.

2] Jasa Giro sebesar Rp2.000.000.000,
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3) Pendapatan Bunga sebesar Rp2.500.000.000.

4) Penenmaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Kecuangan Daerah
sebesar Rp2.250.000.000,

) Pendapatan BLUD sebesar Rpl12.759.749.000.

Terhadap alckasi anggaran Lain-Lain PAD dapal dianggarkan dalam
APBD Tahun 2024, kecuali alokasi Pendapatan BLUD, sebagaimana yang
disampaikan pada evaluasi pendapatan retribusi sebelumnya, alokasi
pendapatan BLUD pada Lain-Lain PAD sebesar Rpl2.759.749.000 vang
terkait dengan pelayanan dibidang kesehatan agar dipindahkan alokasi
anggaran pendapatannya ke rincian cbjek Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Dacrah yang bersumber dari
Pendapatan Transler dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman  tentang APBD  Tahun  Anggaran 2024 sebesar
RpH03.925.961.228, atau 91,94% dari total Pendapatan Daerah dalam
Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanjuinya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tabun Anggaran 2024 diuraikan
pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah vang bersumber dari Transler Pemerintah
Pusat scbesar Rp567.456.204.000 diuraikan pada jenis pendapatan
sebagai berikut :

1) Dana Perimbangan sebesar Rp327.380.968.000 yang diuraikan
ke dalam obyek pendapatan :

a] Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar
Rpl0.758.502.000.

B} Dana Transfer Umum-Dana Aleokasi Umum [DAUY schesar
Rp412.646.363.000.

c] Dana Transfer Khusus-Dana Alekasi Khusus (DAK) Fisik
sebesar Rp40.767.944 000,

d] Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
sebesar Rp63.208.159.000.

2) Dana Desa sebesar Rp40.075.236.000,

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer
Pernerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kota Paritaman Tahun
Anggaran 2024 dengan alokasi dana transfer ke Kota Pariaman
sesual surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah
Kementerian Keuvangan melalur surat Nomor 3-128/PK/2023
tanggal 21 September 2023 perihal Penyampaian Rincian Alokasi
Transfer ke Daerah TA. 2024
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M i

| Umum (DAY}
DAU

| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi
_ Bhusus (DAK) Fisik
DAK Fistk-Bidang Pendidikon- Reguler-

. PAUD

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-S0

| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-

SMP

| DAK Fisik-Bidang Air
| Minum_xD05{Penugasan
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan

| DAK Fisik-Bidang Perumahan dan

| Permukiman-Penugasan
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-

_Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

| Ehwwue (DAK) Non Feik

| DAK Non Fisik-BOS Reguler
| DAK Non Fisik-BOS Kinerja

— -

DAK Non Fisik-TPG PNSD
' DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD

; DAK Non Fisik-BOP PAUD
| DAK Non Fisik-BOP Pendidikan

Kesetarnan

| DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
| BOK Kabupaten/Kota
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK

| Puskesmas

Tabel 3
[ Jumish (Rp) ' selisih
APBD 2024 | Surat R“:.l |
1 Kemenkew —]
| oor
| 567.456.204.000,00  567.456.204.000,00 %0
| 527.380.968.00000  527.380.968.00000 900
10.758.502.000,00  10.758.502.00000 % |
 742977.000,00 | 742077.00000 | 000 l
| 403783300000 | 403783300000 0%
! 133.689.000,00 | 133.689.00000 %0
628.378.000,00 62837800000  0.00
4.006.875.000,00 4.006.875.000,00 0,00
| 1.208.750.000,00 120875000000 oo
412.646.363.000,00  412.646.363.00000 %00
412.646.363.00000  412.646.363.00000 09
40.767.944.000,00  40.767.944.00000 %0
259.471.000,00 | 259.471,00000 | 700
1.338.307.000.00 1.338.307.000,00 000
2.913,628.000,00 261382800000 | 00 |
| §96.394.000,00 89639400000 | 0%
371.700.000.00 | 37170000000 | 00|
| ﬂ.ﬂﬂg.ﬁlﬁ.i}ﬂ'ﬂ,ﬂﬂ | B.029.616.000,00 :
2605862800000 | 2695862800000 | 0%
63.208.159.000,00 63.208.159.000,00  0°
i 13.729.300.000.00 . 13.729_300.000,00 0,04
1.045.000.000.00 1.045.000.000,00 0,040 .
30.287.145.000.00 Eﬂ._EH?. 145.000,00 0,00
: 252.068.000,00 252.068.00000 | 0,00

' ﬁﬂﬁuﬂﬁﬁﬁnm—ﬂﬂﬁﬂﬂ—&ngﬂm Obat |

_dan Makanan

L

| DAK Non Fisik- PK2UKM
| DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman

| Modal

DAK Non Fisik-BOKB-KB
" DAK NonFisik-Dana Pelayanan
| Perlindungan Perempuan dan Anak

Dana Dess

1.954.200.000,00 |

1.954.200.000,00 | 0,00

 1.197.100.00000 | 1.197.100.00000 | %%
| 3.956.057.000,00 | 3.956.057.000,00 | o
|
| 5.710.725.000,00 . 5.710.725.000,00 | |
| 372.901.000,00 | 372901.00000 | O%
612.881.000,00 | 612.881.00000 | 000
[ [ 0.00
397.530.000,00 | 397.530,00000 M
3.173.252.000,00 | 3.173.252.00000 O™
i 520.000.000,00 | 520.000.00000 909
40.075.236.000,00 40.075.236.000,00 0,00
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Penpanggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Kota
Pariaman telah mempedomani alokasi Transfer ke Daerah Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor V6 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,
scbagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan untuk kegiatan
yvang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis
dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp36.469.757.228,
vang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Pendapatan Bagi
Rasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran
2024. Dalam hal penetapan APBD Kota Paraman Tahun Anggaran
2024 mendahulut penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024,
maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagl Hasil Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi
Hasil Pajak  Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
diamanatkan butir C.2.b.5)b} Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp2.424.000.000
berasal dari Hibah Pemerintah Pusat.

€. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBED Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpb85.364.466.101.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran
dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kota
Pariaman dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajban
daerah dalam 1 {satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajb vyang terkait dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian
standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan
mirnmal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mimimal diatur
dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18
Undang-Undang Nomeor 23 tahun 2014,

Belanja daerah dazpat dialokasikan wuntuk pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan  pilihan  setelah  mempertimbangkan pemenuhan
keltuhan urusan pemerintahan wafib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik dan pencapalan sasaran pembangunan
sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2023 sesual dengan kewenangan masing-
masing tingkatan Pemerintah Dacrah, mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
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Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerab
Kota Panaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024  sebesar
RpH85.364.466.101 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikul :

‘Tabel 4
Belanja Dacrah

URAIAN JUMLAH |Rp)

' BELANJA DAERAH

Belanja Operasi 537.403.834.892

Belanja Pegawsd J26.683.071.973

Belanja Barang dan Jasa 190,539,331 .654

Belanja Hibah 19,483,721 265

Belanja Bantuan Sosial 692 640 000

Belanja Maodal 37.738.021.643

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13,0659 553 384

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.741.482.450

Belanja Madal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 28, ¥TE.795.80%

Belanja Modal Asel Tetap Lainnya 1.168.190.000

Belanja Tidak Terduga 1,300,000, 000

Belunja Tidak Terduga 1.500.000_000

Belanja Transfer 88.702.609.566

Belanja Bagl Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah Belanja

2041174571

Hb.a6 ] 434995
S8%. 364, 466,101

Penidanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pernenuhan SPM
sehagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berilaat :

a. 35PM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar
Epll.0B3.832.668 atan 6,92% dari total belanja Urasan
Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rpl60.190.788.273.
Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam
kegiatan sebagai berikut

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rp4.796. 841 596, agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta
dipricritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuvhan dan
pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
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prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar pcnilaian.

b} Btandar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah
Dasar.

c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sckolah Dasar

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.

¢} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekalah
Dasar.

fi Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekaolah
Dasar.

Kegiatan  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
mernijadi sebesar Rp2.514.051.072 agar ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya
uniuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompctensi
iulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelelaan, standar pcmbiayaan, dan
standar penilaian.

B Standar kegtatan pemenuhan layanan dasar SPM  Sekolah
Menengah Pertama.

¢) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekelah Menengah Pertama.

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah
Menengah Pertama.

&) Permnenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

fil Pemenuhan kualitas pendidilt dan tenaga kependidikan Sckolah
Menengzah Pertama.

Kepgiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini {PAUD) menjadi
sebesar  Rp3.695.740.000, agar  ditingkatkan  alokasi
anggarannya scrta  diprioritaskan  penggunaannya untuk
menjamin pemenuhan dan pencapaian :

al standar  saztuan  Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

bj Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.

¢] Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
dj Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
&) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar
ERp76.700.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta
diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapatan ;

a} standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan

¥
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prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b} Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A,
Paket B, dan Paket CJ.

¢] Pemmenuhan kualitas dan pemnerataan hasil belajar peserta didik
(Paket A, Pakct B, dan Paket C).

d) Pernenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B,
dan Paket C).

e] Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan {Paket A,
Paket B, dan Paket C).

fi Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan {Paket
A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalckasian anggaran yang
mencukupi pada Sub Kegilatan terutama untuk penyediaan jurnlah
pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dint
{PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan,
schagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang
pendidikan vyang wajib disediakan oleh pemerintah daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indenesia Nemer 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

1} Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp2.017.870.128,
agar ditingkatkan alokasi anggarannya untuk menjamin
tersedianya kebutuhan Pendidik yalmi guru kelas, guru mata
pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan
yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta
kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan
tenaga penunjang lainnya pada  sctiap Satuan  Pendidikan
sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2] Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar scbesar
Rp600.006. 106, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin:

al Kualtas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah
memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (81); dan
memmiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b} Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana [S1), berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
manajerial paling sedikti 2 [dua) tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atan sertifikal guri  penggerak, pada seliap Saiuan
Pendidikan.

¢] Kualilas Penpawas Sckoelah merniliki kualikasi akademik
paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (51),
berasal dari guru, memiliki sertilikat pendidik, dan memiliki
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.
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d) Kualitas tenaga penunjang lannya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bag Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar
Rp728 000.868, agar ditingkatkan angparannya untuk
menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas,
guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan
pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas
scrta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sckolah dan
tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan
scbagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sub  kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan  Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama sebesar Rp200.001.043, agar ditingkatkan zlokasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjsamin:

a) kualitas guru mata pclajaran paling rendah memiliki ijazah
Diploma empat [D-IV]) alau Sargana (81) serta memiliki
zsertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

bj Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (31}, berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
mangjerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat
landa tamat pendidikan dan pelatthan calon kepala sekolah
atau sertifikat puru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

¢) Kualitas Pengawas 3Sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat (P-1V) atan Sarjana (S1),
berasal dar guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atan sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan PAUD scbesar Rp2.600.000.000, agar ditingkatkan
anggarannya untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni puru
pendidikan anak usia dint dan Tenaga Kependidikan wyakni
kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap
Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yvang dianggarkan
sebesar Rpad78.740.000, agar ditingkatkan alokasi anggarannya
yang mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Pendidikan Anal Usia DHni memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat (DIV} atau Sarjana
{31} bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling,
atau  psikologi  serta memiliki  sertifikat  profesi  guru
pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
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b} Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki
kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik,
memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 {dua} tahun,
dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatiban
calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada
setiap Satuan Pendidikan.

¢| Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma Empat {(D-IV] atau Sarjana [3-1)
kependidikan dari perguruan tingg terakreditasi, berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau
sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

d} Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma Empat [D-1V} atau Sarjana [S5-1).

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tidak terscdia
anggarannya, agar dialokasikan anggaran yang mencukupi
serta diprioritaskan alckasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk menjamin tersedianya Pendidik yakm tutor pendidikan
kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan
pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya,
pada setiap Satuan Pendidikan schbagaimana diatur dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub  kegiatan Pengembangan Karnr Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonlormal/Kesetaraan
schesar Rp0 atau belum dianggarkan, agar digediakan alokasi
anggarannya yvang mencukupi untuk menjamin :

a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat (D-[V) atau Sarjana
(81} sesual dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu vang
diampu pada setiap Satuan Pendidikan.

by Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki

kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV)
atau Sanana (S1), pada sctiap Satuan Pendidikan.

¢} Rualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah
Diploma empat (D-IV) atau Sarjana {S1] pada setiap satuan
pendidikan.

d] Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah
SMA /sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya
untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk
Kabupaten /kota vang terdin dari:

1}

2)

3}

100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dini.

100% warga negara usia 7-15 tahun yang berparlisipasi dalam
pendidikan dasar.
100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan

pendidikan dasar dan menengah vyang berpartisipasi dalam
pendidikan keselaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang
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Penerapan Standar Pelavanan Minimal, dan Peraturan Menterd
Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun
2022 lentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

5PM Keschatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM  Kesehatan sebesar
Rpl.045.070.000 atau 1,05% dari total belanja Dinas Keschatan
sebesar Rp99.669.325.579 harus ditingkatkan alokasi anggarannya
dan dipgunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan / promotif
dan pencegahan/preventil serta memenuhi mutu pelayanan setiap
jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Keschatan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
MNMomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Mimimal Bidang
Kesehatan, vang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1] Sub Kegiatan Pengelolaan Pelavanan Kesehatan Ibu Hamil
sebesar Rp287.920.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya
serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk :

a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri {Td), tablet
tammbah darah, alat deteksi risiko ibu harmil, kartu ibu/rekam
medis ibu, dan buku KIA.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokler spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesua

{1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama
pericde kehamilan (K4)

{2) Standar kualias yakni penguituran berat badan,
pengulturan tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan
Atas [LILA}, pengukuran tinggi puncak rahim (fundus
uteri), penentuan Presentasi Jamin dan Denyut Jantung
Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesual dengan status
imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90
tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus,
temu wicara (konseling).

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan [bu Bersalin
sebesar Rpl00.305.000, agar ditingkatkan anpgarannya dan
diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk:

a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah
darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu {bu/rekam medis
ibu, dan bultu XIA.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢] Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai
standar meliputi persalinan normal dan  persalinan
komplikasi.

3] Bub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
schesar Rpl15.440.000 harus ditingkatkan aiokasi anggarannya
yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :
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a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis BO, vitamin Kl
imjeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi bary lahir,
formutir MTBM, dan buku KIA.

b) Menjamin kctersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.

¢} Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar meliputi :

(1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali
selama periode neonalsl

(2] Standar kualitas yakni pclayanan neonatal esensial saat
lahir (0-6 jam]), dan pelayanan neonatal esensial setelah
lahir (& jam - 28 hari).

Sub Kegialan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita tidak
dianggarkan, harus dialokasikan anggarannya scrta
diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk :

a) Memjamun ketersediaan Kuisicner Pra Skrining
Perkembangan [(KP3P) atau instrumen standar lain vang
berlaku, forrmulir DDTK, buku KIA, vitamino A Birg, vitamin A
merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan,
jarum suntik dan BHP, dan peralaian anafilaklik.

b} Menjamin ketersedizan tenaga kesehatan meliputi dokter,
atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non
keschatan  terlatih  atau mempunyar  kualifikasi  tertentu
seperti guru paud dan kader kesehatan.

¢l Menjamin terlaksananya pelayanan keschatan balita berusia
(-39 bulan sesuai standar meliputi :

(1) Pelayanan kesehatan balita schat wakni pclayanan
kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan
balita usia 12-23 bulan, pelavanan kesehatan balita usia
24-39 bulan, pemantauan perkembangan balita,
pemberian kapsu! vitamin a, pemberian imunisasi dasar
lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran
berat badan dan panjang/tinggl badan dan cdukasi dan
inlormasi

(2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita
menggunakan pendekatan manajemen terpadu  balita
sakit (MTBS).

Sub Kegiatan Pengelclaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar sebesar Rp284.955.000 agar ditingkatkan
alokasi anggarannya serla diprioritaskan alokasi anggaran pada
silb kegiatan tersebut untuk :

a] Menjamin ketersediaan bulku raper kesehatanlu, buku
pemantauan  keschatan, kuesioner skrining kesehatan,
formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah
dan remaja di dalam sekoelab, formulir rekapitulasi hasil

pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

b) Memjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga
keschatan masyarakat serta tenaga non Keschatan terlatih
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atal mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader
kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.

Menjamin  terlaksananya  pelayanan  Kesehatan  usia

pendidikan dasar sesual standar pada anak kelas 1 sampa

dengan kelas 9 di sekclah minimal satu kali dalam satu

tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah,

meliputi :

(1) Skrning kesehatan yakni penilaian status giz, penilaian
tanda wvital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan
penilaian ketajaman indera

(2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan
umpan balik hasil skrining keschatan, melakukan
riyjukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan
kesehatan.

Sub Kegialan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif scbesar Rp36.050.000 sgar ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a)

b)

Mernjamin ketersediaan Pedoman dan media KiIE, Alat ukur
berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarpecrut,
Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas
alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelapeoran
Aplikasi Sislem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).

Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau
Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan
masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif
sesuai standar meliputi :

{1} Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

{(2) Skrining faktor risike penyakilt menular dan tidak
menular yakm Pengukuran tinggi badan, berat badan
dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah,
Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.

(3] Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan
ruyjukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
Kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lamjut tidak dianggarkan, harus dialokasikan anggarannya
scrta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk :

al

b]

Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur
beral badan, alat ukur tinggi badan, alat ulkur lingkarperut,
tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas
alkohel, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (31 PTM.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
hidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat,
serta  tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai
kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
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¢) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif
scsuai standar meliputi :

{1l] Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

(2] Skrining faktor rtisiko penyakit menular dan tidak
menuiar yvakni pengukuran tinggi badan, hberat badan
dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah,
pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.

d} Tindaklamjut hasil skrniming kesebhatan yakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
keschatan.

Sub  Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Penderita
Hipertensi tidak dianggarkan, harus dialokasikan anggarannya
yvang mencukupi pada sub kegiaian tersebul untuk :

a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi
dan media kie, tensimeter, dan [ormulir pencatatan dan
pelaporan aplikasi sistern informasi PTM.

b) Menamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.

¢) Mernjamin lerlaksznanya Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi sesuai standar meliputi:

(1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali
scbulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

{2) Edukasi perubahan gava hidup dan/atau kepatuhan
minum obat

[3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Peclayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus sebesar Rpl53.500.000, agar ditingkatkan
anggaran vang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a] Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah,
kapas alkchol, lancet, formulir pencalatan dan pelaporan
aplikasi 5[ PTM dan pedoman dan media KIE.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.

¢l Memamin terlaksananva pelayvanan kesehatan diabetes
mellitus adalah pelayanan kesehatan scsual standar yang
melipul :

i1)] Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di {asilitas pelayanan kesehatan

(2} Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutnisi
(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

10) Sub Kegiatan Pengelelaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

(tangguan Jiwa Berat tidak dianpgarkan, harus dialokasikan
anggaraithva vang mencukupi dan diprioritaskan alokasi
anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediman  Buku  Pedoman  Diagnosis
Penggolongan Gangeguan Jiwa (PPDGJ III atau buku
pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit
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berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan
pelaporan, dan media KIE.

Menjamin ketersediaan minimal 1 crang dokter dan/ataun
perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada 0ODGJ
berat sesual standar bagi psikotik akut dan skizofrenia
meliputi:

(1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status
mental dan wawancara.

(2) Edukasi.

(3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan keschatan.

{4) Edukasi kepatuhan minum obat.

{3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

11) SBub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberlkulosis sebesar RpB7Y.795.000 agar ditingkatkan alokasi
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

al

b)

Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik,
poster, banner), reagen Zn TB, masker jemis rumah tangga
dan Masker N95, Pol dahak, kaca slide, bahan habis pakai
(Oil emerst, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi),
rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir
pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional
prosedur.

Memjamin  ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau
Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik {ATLM), penata
rontgen, tenaga kesehalan masyarakat serta tenaga non
kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi  tertentu
antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya pelayanan ecrang terduga TBC
sesual standar bagi orang terduga TBC meliputi :

{1} Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.

(2) Pemeriksaan penunjang yakni pemecriksaan dahak
dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.

(3) Edukasi perilaku bernsike dan pencegahan penularan.
4] Melakukan rujukan jika diperlukarn.

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp79.105.000, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya dan dipricritaskan alokasi anggaran pada
sub kegialan tersebut untuk :

a)

Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik,
leaflet, poster, banner, tes cepat HIV [RDT) pertama), bahan
medis habis pakai, Alat tulis, rckam mcedis berisi nomor
rekamn medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana,
nomor KTP/NIK.
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b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan
kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan
masyarakat serta tenaga non keschatan terlatih  atau
mempunyai kuglifikasi tertentu antara lain pendamping dan
penjangkauan.

¢} Menjamin  lerlaksananya pelayanan  kesehatan yang
diberikan kepada orang dengan risike terinfeksi HIV sesuai
standar meliputi

(1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan

(2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV
minimal 1 kali dalam sctahun

{3} Melalkukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
kesehatan untuk kabupaten fkota yang terdiri dari:

1] 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2] 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.

3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
4] 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

o] 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan
lavanan kesehatan.

6] 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan
kesehatan.

7] 100% warga negara usia lanjut vang mendapatkan layanan
kesehatan.

&) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan
layanan kesehatan.

9) 100%  warga negara penderita diabetes  mellitus  yang
merndapalkan layanan kesehatan

10) 100¢% warga ncgara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani
kesehatan

11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan
layanan kesehatan

12) 100%: warga negara dengan nsike terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia  {Human
Immunaodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenruhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.

Dukungan alokas anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan belum
tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim untuk
masing-masing target 100% SPM Bidang Kesehatan dimaksud.
Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman harus memprioritaskan
terlebih dahulu alskasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan
Uursan Permnerintahan Wajib lerkait pelayanan dasar dalam rangka
pemenuhan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 49 ayat {5) Peraiuran Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2019 serta
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mengalihkan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja
Perjalanan Dinas pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM
tersebut,

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar
Epl.991.853.250 atau 3,86% dari total belanja urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada
Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  sebesar
Rp34.016.209.374. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
harus dipricritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap
tahun dan peruntukkannya harus scsuai dengan sasaran penerima
SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ralkyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018
Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum Dan Pcrumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan
sebagai berikut :

1} Kegatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum  {(SPAM] di Daerah Kabupaten/Kota  sebesar
Rp896.393.750, agar ditingkatkan anggaran yang mencukupi
dan diprioritaskan sasaran penerima yakm Rumah Tangga
terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili
pada daerah rawan air dan akan dilavani melalui sistem
penyediaan air minum.

2] Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota scbesar
Rpl.095.459.500, agar ditingkatkan anggaran yang mencukupi
dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga vang
termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah
Domestik  kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada
masyarakal miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area
Bersike Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuchi indikator pencapaian SPM

Pelterjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, vang

terdiri dari :

1] 100% warga negara yang memperocleh kebutuhan pokok air
minum sehari-hari.

2) 100% warga negara vang memperoleh layanan pengolahan air
limbah domestik.

Sesual maksud Peraturan Pemernintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 539 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Raleyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minirnal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar
Rpl102.735.000 atau 0,48% dari total helanja urusan pemeriniahan
bidang Pecrumahan dan  Kawasan  Permukiman sebesar
Rp21.556.051.110 pada SKPD Dinas Peramahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup, agar ditingkatkan alokas:
anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebul diuraikan
dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Republik Indonesia Nomer 29/PRT/M /2018 Tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekenaan Umum Dan Perumahan
Hakyat, yakni :

1} Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak
dianggarkan, agar dlalokasikan anggarannya untuk menjamin
terlaksananya Identiikasi Perumahan di lokasi rawan bencana,
Identifikasi lahan-lshan  potensial sebagai lokasi relokasi
perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya
yvang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah,
Pendataan rumah sewa, Venfikasi penerima layanan SPM yakni
Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.

2] Kegatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
tidak dianggarkan, agar dialokasikan anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar
Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/
sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk
menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah
tangga Korban Bencana Alam alau Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota, dan Penvelenggaraan rapat koordinasi untuk
menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.

3} Keglatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar
Rpl13.990.000, agar ditingkatkan alckasi anggarannya yang
mencukupi uniuk menjamin terlaksananya :

a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
kabupaten/kola melalui tahapan pembentukan tim
pendamping/  fasilitator, pelatihan  fasilitator, dan
pelaksanaan rehabilitasi rumah.

b} Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim
pendamping/ [fasilitator, Pelatihan (fasilitator, penyusunan
DED Pembangunan kembali rumah layak hurm dengan
spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumabh.

c} Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui
lahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED
Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan
rumah layak huni, pembangunan ramah khusus + PSU.

4) Kegiatan Pendistribusian dan Secrah Terima Rumah bagi Korban
Bencana atau Relokasi Propram Kabupaten/Kota tidak
dianggarkan, agar dialokasikan anggaran yvang memadai untuk
menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program
Kabupatlen/Kota.

Harus diprioritaskan untuk mcemenuhi indikator pencapaian SPM
Perumahan Rakyat  dan Kawasan Pemukiman  untuk
Kabupaten/kota vang terdin dari .

1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah
layak huni.
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100% warga negara yang terkena relokasi akibat program
pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperolch fasilitasi
penyediaan rumah yang layak humi.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20185,
Peraturan Menteri Palam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29 Tahun 2018,

SPM Trantibumlinmas

1]

2)

Alokasi anggaran untuk belanja 3PM Trantibumlinmas sub
urusan Bencana sebesar Rpl.434.1249.607 atan 28,50% dari
total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebesar Rp5.032.870.132 Alokasi anggaran untuk belanja SPM
tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam
penyusunan penganggaran dan  alokasi anggaran tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntulkkannya
harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dxalamm Negeri Eespublik Indonesia Neomor 101 Tahun 2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten fKota, yakni :

al Kegiatan Pelayanan Informasi Eawan Bencana
Kabupaten/Kota tidak dianggarkan, agar dialokasikan
anggaran yang memadal dan mencukupi serta menjamin
diarahkan untuk melaksanzkan penyusunan kajian risiko
bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, [Informasi
dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per
Jenis Bencana).

b} Kcgiatan Pelayanan Peneegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana tidak dianggarkan, agar dialokasikan anggaran
yang memadai dan mencukupi serta peruntukkannya
diprioritaskan untuk melalekan penyusunan  rencana
penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi,
pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan
terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan
sarana prasarana kesiapsiagsan terhadap bencana, serta
penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana.

c¢] Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana sebesar REpl.434.129.607, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk
melaksanakan respon ¢epat  kejadian lnar  biasa
penyakit/wabah zoonosis prioritas, respeon cepat darurat
bencana, aktivasi sistem komandc penanganan darurat
bencana, pencaran, pertolengan dan  evalkuasi korban
bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan kebakaran daerah sebesar Rp2.024.642.056 alau 19,79%
dari total belanja Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Rpl0.230.824,500). Alokasi anggaran untuk belanja SPM
tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagal berikut, serta agar
ditingkatkan alokasi angparannya dan menjadi prioritas dalam
PENYUSUTAR peErencanaan dan pENgAngEaTan, dan
peruntukkannya harus sesual  sebagaimana diatur  dalam
Peraturan Mcenteri Dalam Negeri Eepublik Indonesia Nomor 114
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Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Dacrah
Kabupaten/Kota, yakni :

a] Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rp597.397.000, agar ditingkatkan alckas: angpgsran vang
mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat
[Response Time| penanggulangan kejadian kebakaran,
layanan pelaksanaan pemadaman dan  pengendalian
kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan
evakuasi.

b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kcbakaran Melalui Scsialisasi dan Edukasi
Masyarakat sebesar Rp6.450.000, agar dialokasikan
anggdrannya  vang mencukupi  serta  diarahkan untuk
layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca
kebakaran.

¢} Kegiatan Penyelenggaraan  Operasi Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahavakan Manusia tidak
dianggarkan, agar dialokasikan anggarannva vyang
mencukupi serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan
masyarakat/relawan kebakaran.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan  Kelentraman dan  Ketertiban Umum  sebesar
Rpl199.700.000. Unmuk  belanja SPM  tersebut agar
ditingkatkan anggarannya dan menjadi pricritas dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan
peruntukkannya harus sesuat sebagaimana diatur dalam
FPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provins: Dan
Kabupaten/Kota, vakni :

al] Kepgiatan Penanganan  Gangguan  Ketenteraman  dan
Keteruban Umum dalam 1 {satu) Daerah Kabupaten/Kota
tidak dianggarkan, agar dialokasikan anggarannya yang
mencukupi dan dipricritaskan untuk Penyusunan SQOP
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan
dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dap
Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk
dalamn Pelaksanaan Tugas vang Bernuansa Hak Asas
Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan
Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran
Perda dan Perkada.

b} Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS)
Kabupaten/Kota tidak dianggarkan, agar dialokasikan
anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan
Kapasitas dan Karicr PPNS.

Agar dialokasikan  anggarannya yang memadai  dan
diprioritaskan untuk Penyvusunan 50P Ketertiban Umum dan
Ketonteraman Masgyarakat, Pengadaan dan Pemeliharasn Sarana
dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
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Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan vang
terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus  dipricritaskan untuk memenuhi indikator SPM
Trantibumlinmas untukKabupaten /kota yaitu:

1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukum perda dan perkada.

2] 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan
bencana.

3} 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana.

4] 100%warga negara yang mempercleh layanan penyelamatan dan
evakuasi karban bencana.

2] 100%warga negara vang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Tekms Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman
dan  Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan
Kabupaten /Kota.

SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp394.855.670
alau 9,39% dari total belama SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan
urusan sosial sebesar Rp4.566.920.797. Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai bernikut,
serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan
menjadi  prioritas  dalam  penyusunan  perencanaan  dan
penganggaran, dan peruntukkannya harus secsual sebagaimana
diatur dalam Peraluran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Scsial di Daerah Provinsi Dan di Daerah
Kabupaten /Kota, yakni :

1] Kegiatan Rchabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan  Pengemis di Luar  Panti Sosial  sebesar
REp2k4.542.670, dialokasikan anggarsnnya secara signifikan
serta uniuk menjarmin terlaksananya seluruh layanan dasar
yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlanlar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial berupa :

a] Layanan data yakni I[ayvanan vyang diberikan kepada
penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia
telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan
masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan
orang tidak mampu.

b} Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan
menindaklanjuti  infermasl berupa pengaduan, keluhan,
dan/fatau pertanyaan vang disampaikan cleh masyarakat
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kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat
kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnva.

¢} Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera
yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota
dan/atau pusat kescjahteraan sosial kepada penyandang
disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta
gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan
karena terancam kehidupannva dan tidak terpenuhi
kebutuhan dasamya

d] Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan
diberikan paling lama 7 [tujuh) hari, sandang, alat bantu,
perbekalan kesehalan, bimbingan hsik, mental spiritual, dan
sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar,
lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis,
bimbingan sosial kecpada keluarga penyandang disabilitas
telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan
pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor
induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu
identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan keschatan
dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau
reintegrasi social dan rujukan.

2) Kegiatan Perlindungan Sesial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota sebesar Rpl10.213.000, agar ditingkatkan
alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh
layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap
darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

aj Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap
darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa
permakanan, sandang, lempat penampungan pengungsi,
penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan
psikososial.

b} Tersedianya barang dan/fatau jasa yang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota setelah Llanggap
darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa
penanganan khusus bagi kelompolk rentandan pelayanan
dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Sosial untuk Kabupaten /kota vang terdiri dari :

1) 100%  warga negara penyandang disabilitas terlantar
mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penvandang disabilitas
telantar di luar panti.

2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial
dasar anak telantar di luar panti.

3} 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi
sosial dasar lanjut usiz di luar pant.

4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
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3) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh
perlindungan dan jaminan sosial.

Sesual maksud Peraturan Pemerintabh Nomor 2 Tahun 2018,
Feraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Sosial Nomeor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelavanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah  Proviosi/Kasbupaten/kota dan di  Daerah
Kabupaten/Kota.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman harus mempriorifaskan lerlebih
dahuwlu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan [Urusan
Pemerintahan Wajb terkaif Pelayanan Dasar dalam rangka pemernuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal
49 ayaf (5] Peraturan Pemerniniah Nomor 12 Tahun 2019 serta
mengalthkan alokasi Belawfa Hibah selain untuk kebutuhan
Pllkada padoe Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman lerniang
AFPBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan
Prioritas Pombangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tzhun 2023 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023,

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota
Pariamantelah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tcrsebut, sebapgaimana
tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikuat :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kota Pariamandengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Rasio
APED 2024 Terhadap
No Prioritas Nastonal Belanja
Dacrah
. _ (Rp} e
Mermperkuat ketahanan Ekonotei unrsk
1 Fertumbuhan vang Berkualitas dan  Berkeadilan 36.344. 895,657 5,304
[PH1)
3 Mengembangkan  Wilavah  untuk  Mengurangi
hesenyangan dan Menjamin Pemerataan (FHN2) - 0%
Memmgkarkan Sumber Dava Manusia Berkualitas
3 dan Berdava Saing (PN3)| M) 156720417 43,80%
4 . Fevolusi Mertal dan Pembangunan Eebudavaan .
[N B.973.064.393 1,31%
Memperkuat  [nfrastruaktur unluk  Mendukutp
s Pengembangan Ekonomi dan Pelavanan Dasar {FNS) 44.135.007.548 f,44%
Membangun  Lingkungan  Midup  Meninghatlan 2 5 355 14 )
i Eetahanan Bencana dan Perubahan [Klim {PNE) 52.529.555.340 7 66%
Memperkusl Statulias Polbtik Hyukum Pooirhanan
v dan Keamanan dan Transformasi Polavanen Publik 243.314.352.746 35,459,
{i*N 7}
Jumlah Alokasl Anggaran dalam APBD 685.364.4566.101 100G

Total Belutijx Dasrah GA% 351 466,101
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Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun 2024
sudah selaras dengan prioritas pembangunan dan  kebijakan
pemeriniah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari
kegiatan dan sub kegialan pada rancangan APBD Tahun 2024 dengan
Program Prioritas, RKegiatan Prioritas, dan Indikator Kegatan sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN] Tahun 2020-2024,

Cnfuk ity Pemerintah Kota Pariaman agar mempertahankan secara terus
menenis dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisast
prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud.,

Selanjuinya, Pemerintah Kota Pariaman harus mensinkronisasikan
sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna
mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
melalui 5 {lima) arahan utama Presiden, yaitu :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia [SDM), membangun SDM
pckerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industn
dan talenta global.

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisala,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningiatan
nilai tambah perekonomian rakyat.

¢. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan scgala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, lerutama menerbitkan 2 (dua}
Undang-Undang yaitu Undang-Uindang mengenai Cipta Kerja dan
Undang-Undang mengenal Pemberdayaan UMKM.

d. Penyvederhanzan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas presedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonemi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
medern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh raloyat Indonesia.

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kota
Pariaman Terhadap Kebijakan Pricritas Pembangunan Provinsi
Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Parnaman telah
mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 {tujuh)
prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai
beriloat :
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Tabel &
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kota Pariamandengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

Rauio
APED 2024 T;:hl::jip
Priotitas Provinaei Daerah
(Rpl sl
" Meningkatkan Sumber duva manusia berakhlak ’ 33 87
- mulia, schat, ungeul dan berdaya saing _ 300.631.899. 780 A
Meningkatkan tata kehidupan ansial 08T
kemasyarakatan  berdasarkan  falsafah Adal 5.993.031.077 i
- Basandi Syara’ - Syara’ Basandi Kitabullah ]
Meningkatkan nilai tambah dan  produktifilas 2 Raw
_ pertaniatt, perkelanan. petemakan dan perikanan 19.489.472.908 A
Meminghatkan usaha perdagenpgan dan industn 1 55%
_ kecilfmenengah serta ekanomi berbasis digital _ 10,646,193, 169 23%
Meninghkatkan ekonomi kpeatil dan berdays Saing 47
_ kepanwisataan ) 10,100,067 7Y 1.47%
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang .
_ berkeadilan dan berkelanjutan ) 95.614.041.702 13,95%
Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan 45 qqu
pemerintahan daersh yang bersih, akuntabel scrta 242 809 T5H. T8 A
 berkualitas _
. Jumiah Alokasi Anggaran dalam APBD . 685.364.466.101  100%
Total Belanja Dacrah £85.364.466.101

Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sudah selaras dcngan Pricritas Pembangunan Provinsi
sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 15
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Angparan 2024,
sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada
rancangan APBD Tahun 2024 dengan Pricritas Pembangunan Provinsi
sesual dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun
2022 tentang Rencana Kcerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2024,

Untuk it Pemerintah Kota Pariaman agar mempertahankan secara terus
menenis dan konsisten dengun hastl penygajian tabel sinkronisasi
kebijakan Pemenntah Kota Parieman dengan prioritas provinsi Tahun
2024,

Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kota Pariaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas
Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah lenlang APBD Tahun Anggaran
2024, Pemerintah Kota Pariamantelah mengalokasikan anggaran Belanja
Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2024 vang diuraikan dalam
Tabel 7 sebagai berikut :
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Tabel ¥
Alokasi Anggaran Pemcrintah Kota Pariaman
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

Rasio
APED 2024 T;:f:j:"
Na Prioritas Daerah Daerah
(Rpl {*)
1.  Peningkatan Kualitas Pendidikan Yang Berdaya I 4371
 Baing dan Derajat kesehatan Masyarakat _ 299 375.563.563 AT
2. Menciptakan sistem perekanomian yang 3 g7
berbasis kerakyatan 27202334 830 e
3.  Pleningkatan Pengelolaan Daya Saing Pariwisala . . 1 g
Yang Terpadu Dengan Pengembagsan Elconarni B.B37.559.313 ks
_Yang Berbasis Lokal
3. FPeningkatan Kualitas Krtahanan Keluarga dan 3 4B
Peningkatan Permberdayaan Masyarakat L& BTE 008 406 AR
5 Pembangonan Infrastrukiur Penunjang 13 16%
Ekonomi Kerakyatan Yang Berwawasan 90, 198 320 986 2o
Lingkungsan Scria Milgasi Bencana
& Penpentasan Kemiskinan dan Pengurangan 03,83
_ Tingkat Pengangguran _ 5648204 220 e
7. Meninghkatkan Kualitas Tata Kelala 37 50
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang 187 4449 262 281 R
Bersih, Akuntabel, serta Peningkatan Koalitas
Prlayanan Publik Berbasiskan Inovasi Dan
~ Bmart City
5. Memperkusat Rass Aman dan Tentram dalam 7 35U
_ Kehidupan Bermasyarakat _ 49.525.210.500 L
Jumiah Alokansl Anggaran dalam AFPBD 6585.364.466.101 1060
Total Belanja Daernh 685.364.466.101

Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun 2024
sudah selaras dengan Prioritas Pemmbangunan Daerah Kota Pariaman
sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,
sehingpga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan
APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Daerah scsuai
dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024,

Untuk itu, Pemerintah Kota Partaman agar mempertahankan dan
konsisten dengan hasil penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah
berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditctapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan
daiam Pasal 50 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tenlang
APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Alokasi Angparan Untuk Fungs: Pendidikan

Jumlahk alokast anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar
Rple7.643.331.255 atau 24,46% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp685.364.466.101, dengan uraian perhitungan Tabel
sebagai berikut :



Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan
no Kot Perhitungan Jumiah :
nen Per '
po APBL 2023 APBD 2024 Selsislh !
;1| A Do m§ Pendidiinn: 181.952.966.840 | 153-’“-“!-.3.55-3!'“?. 415
11 Helanjs Uperasi: 111,683,225, 139 152.884.717.945 | 11.201.192.306 :
!
a _'i*i‘f"_”-‘? PERAwAL 109.315.594.909 | 123.174.990.068 | 13.855.395659 |
b 1:.u.::la.n]a barang dan jasa'.. o 25.0610.141.665 24 565,787,377 | [1.044.354.288}
c. belanja hibah: £.049.720.065 4451 300.000 | (1.598.429.065) '
d. belanja Bantuan sasial. 707,760,000 492,640,000 {15.120.000)
2| Belanja Modal: 10,269 741 7001 10.112.213.810 {157.527.807) |
c. Belanfa dl luar Urasan Peandidikan,
Vrusan Kebodayaan, Urosan Perpustalcaan
dan Urusan Eepemudasn dan Olebregs yang
menunjang kebutuhn m —- 2.519.217.412,00 | 2.071.967.032,00 | [447.2%0.300)
bldang Pendidikan, sntara Jaln: )
J
W Relanja Transior 5.005,871.67] 4 535,400,000 1.359.471.671 |
Eelang o bt keuangan 5005 871.671 BG40 GO0 -1.359.471.871 I
2 | Anggaran Fungai Peodidiken |a+b) 1£%.958.038.5811 16T.643.221.255 | 9.684.452. 744
3 | Total Belaojs Dacrab 684.504.8%3.254 GAB.364.466.101 | 4.459.612.747
L) Fasio aoggaran pendidikan [2:3) x 100m; 23,20% 24, 46% 1.26%

Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% ([dua puluh persen) dari tolal belanja daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayat {l) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
sebagaimana maksud butir E.la. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Neger1 Nomor 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa
dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,
Pemeriniah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% [dua
puluh persen} dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran
fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas
pendidikan yang lercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun
2023,

Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman harus tetap konsisten
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% (dua puluh persen| dari total Belanja Daerah sesual amanat
dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan
Pasal 81 ayat {1} Peraturan Pemerintah Nomeor 48 Tahun 2008, yang
diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator S3SPM
Pendidikan di Kota Pariaman.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk lenaga
pendidik mempedemani upah minimum yang ditetaplkan oleh Wali
Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas
selain untuk mencapai  indikator SPM  jupa diarahkan untuk
memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal
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2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan, meliputi:

1) standar isi.

2) standar proscs.

3) standar kempeternsi lulusan.

4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
3) standar sarana dan prasarana.

6] standar pcngelolaan.

7] standar pembiayvaar.

8) standar penilaian pendidikan

Alokas1 Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraluran Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan scbecsar
Rpl136.031.958.555 atau 21,94% dari total belanja daerah di luar
gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar RpH19.939.148.605.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan,
Pemerintah Kota Pariaman secara konsisten dan berkesinambungan
harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadal sesuai
dengan  kelentuan  peraluran  perundang-undangan. Alokasi
anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung
transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM  bidang
kesehatan.  Prioritas  bidang  kesehatan  diarahkan  untuk
mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehalan dan
mewujudkan derajat keschatan masyarakat yang setingpi-tingginya
antara lain:

1) dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang keschatan,
Pemerintah Daerah secara konsislen dan berkesinambungan
harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2] alokasi anggaran keschatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator
SPM bidang kcschatan.

3| prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat
capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

a) penguatan proemeosi keschatan dan deteksi dim penyakit;

b} peningkatan keschatan ibu, anak dan penurunan stunting;

c} pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

d] pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

¢} penguatan jojaring layanan primer; dan

f} penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
Penyediaan anggaran kcschatan agar terus ditingkatkan di mana
alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program
prioritas bidang kesehatan sebagaimana ditcgaskan pada butir E.2
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman agar konsisten dan tidak

menurunkan fumioh alokasi anggaran uniuk fungsi kesehatan dalam
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting
[pendek dan sangat pendck] pada anak baduta, penurunan
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prevatenst kekurangan funder weight] pada anak balita dan
menurunnya prevalenst wasting {(kurus} anak balita sebesar
Rp6.381.029.600 atau 4,69% dan total anggaran keschatan scbesar
Epl36.016.808.555.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Parlaman tentang APBD Tahun
2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuail
dengan peraturan perundang-undangan dan penganggarannya
sudah mencakup beberapa Peranghkat Daerah, diantaranya yaitu
yang terkait urusan kesehatan, urusan pemberdayaan pecrempuan
dan perlindungan anak dan urusan pemberdayaan masyarakat.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting secbesar
Rpf.381.029.600 atau =ekitar 0,93% dar total belanja dalam
Rancangan APBD Tahun 2024, Belanja daerah untuk penurunan
stunting, agar diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain:

(1). kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil,
bayi dan balita.

(2). kegatan yang mendukung mnlervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses
layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan
keluarga rawan stunting.

(3). kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan mempriorilaskan belanja utamanya untuk kegiatan vang
mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi
terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita pada Dinas Kesehatan
serta melibatkan perangkal daerah lain pengampu urusan urusan
pendidikan, urusan pekerjasn umum dan penataan ruang, urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan
hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil,
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan
kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang [ungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan
kebijakan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kota Pariaman harus mengalokasikan belanja
infrastruktur pelayanan publik minimal 40% {empat pulub persen)
dari (otal belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer
kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH
Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-
sebagaimana ditegaskan pada butir E.l.c. Lampiran Peraturan
Menteni Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publk dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rpl76.338.645.358 atau 29,55% dan total belanja
APBD diluar belanja bagi haszil dan/atau transfer kepada daerah
dan/atau desa sebesar Rpb96.661.856.535, dengan rincian pada
Tabel @ dan 10 sebagai berikut :
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Tabel 9

Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

. Toral Belanja Dacrah

" Belanja bagi hasil dan/atau .

tranzsfer kepada dagrah
dan fatau desa:

a
5]

C

belanja bag hasil
bantuan kevangan
jumnah (a+l)

Selisih [1-2)

" Minimal Belanja
Infrastrukiur Pelayanan

Publik (+0% x Selisih)

APRD 2023

680504 853,354

2830, 776,490
B6.560.234.015

B3 391.010911

S91.513.842.4a43

236 605536977

Jumlah
APBD 2024

685.364.466.10]

2.041.174.571
86.6061.434 945

BR.702.609 5656

090,061 856,535

238.664.742.614

Belisih
4459612747

-TRG 02 325
101200980
-683.401.345

5. 145.014.052

2.059.205.637

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pariaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rpl176.338.645.358 atau 29,55%, dengan
rincian pada Tabel 10 sebagai berikut :

Kemponen Perhitungan

-4 Belanja Modal:
}] 1anah;
2t peralatan dan mesin:
3] bangunan dan gedung;
4] jalan, jaringan, dan irigasi:
o] aset letap lainnya,;
B asel lainnya.
b Belanja Pernelibaraan
Jumlah 1 = [a + b
. a Belanja {ibah;
. b Belanja Bantuan Sosial;
e Belanja Bantuan Keuangan.
jumlah 2 - ja+ b - ¢
Jumlah Belanja Infrastruktur
Dacrah {1+2)

Persentase Belanja Infrastruktur

Tabel 10
Format Perhitungan Belanja Infrasrtuktur Daerah

APBD 2023

T2.849.374.789

12220k RO D00

14.568,139.577

26 164,469,731
30.393.012.481
502.753.000
1,000,000
12.971.883.138
85.821.287.927
15302 TIR KIS
707.760.000
86.560.234.015

| 102.570.712.830

~ 188.391.970.757

31,85%

Jumlah
APED 2024

Belinlh

£7.788.021.643 (15.091.353.144)

13.069,553.384

14.741 482,450

IR T7R.TGE.A00
1.168.190.000

11.742.767.455

{1.220.000 000K
(1.498,586.,193)
(11.422.987.281)
(1LE14216.672)
£65.437.000
11,000,000
(1.229.125.683)

69.500.779.008 (16.330.478.839)

19 4R3.791.265

692,640,000

86 661 434 005
106.837.866.260

4.181.072.430
115120000
1012009580
4.267.153.430

176.338.645.358 [12.033.325.399)

9,55%

Pemerintah Kota Pariaman belum rmremenuhi Belanja Infrastruktur
Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir E.l.c.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja
infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan
pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan
ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan keria,
mengurangl kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar
daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman mengupayakan secara terus
menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut
dapat mernicapal 40% fermpat pulith persen) sebagaimana diamanatkan
oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase
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belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat
puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja
infrastruktur pelayanan publik daerah  secara bertahap dalam
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022, sehingga  batas akhir  Pemerintah  Daerah
mengalokasikan belanja  infrastruktur  sekurang kurangnya 40%
sampai dengan Tehun Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada
butir E.1.c.1] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Kota Pariaman {di hiar gaji dan
tunjangan} sebesar Rp941.050.164 atau 0,14% dari 1otal belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman lentang
APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung penguatan
permibinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kota Pariaman antara
lain tercantum pada:

1) Kegiatan  Penyelenggaraan  Penpawasan  Internal  sebesar
Rp268.913.369;

2) Kegiatan Penyvelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
scbesar Rp33.705.333;

3} Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan scbesar Rp3.124.850;

4} Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp43.200.000;

Belum memenuh! alckasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspcktorat Pemerintah Kota Pariaman yaituy
sekurang-kurangnya 1% f{safu persen} dari total belanja daerah,
scbagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2}a) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2023. Alokasi anggaran
penigawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan
pada SKPD Inspekiorat, sebagaimana maksud butir E.2.4d.3)
Lampiran Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8Y37 /SJ tanggal 9
Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam
Pengawasan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman harus mengupagyakan dalam
mengalokasikan  anggaran  unfuk  penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemenntah Daerah Kote Partaman,
sekurang-kurangnya 1% {satu persen) dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariamuan lendang APBD Tahun
Anggaran 2024,

Selanjuinya, Pemerintah Kota Pariaman mengalokasikan anggaran
pengawasan sesual dengan kewenangannya dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran
2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan, mehputi @

1] Kegiatan pengawasar, yaitu :

a) Pelaksanaan pembinaan dan peEngawasan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daecrah dilakukan
dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria vang
ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan
kincrja;

ki Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan dacrah mecliputi Rancangan akhir rencana kenja
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Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja
perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran
dan priorolas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

¢) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
d] Reviu Laporan Keuangan,

e} Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu
Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan
lertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

f) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupat serta Bupati dan wakil Bupati serentak Tahun 2024,
Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas
pemberizn hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah
lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai
politik yang bersumber dari APBD tcpat sasaran dan berbasis
output sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungiawabar Penggunaarn
Bantuan Keuangan Partai Politik.

g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan
[ntegritas meliputi, pengendalian  gratifikasi, Pelaksanaan
survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan
reforrnasi  birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi
birokrasi, Capaian aksi  pencegahan korupsi vang
dikoordinasikan oleh stralegi nasional pencegahan korupsi,
Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi
lerintegrasi yang dikeordinasikan komisi pemberantasan
korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar,
Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama
APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjul hasil pemeriksaan
badan pemenksa keuangan serta tindak lanjut hasil
pemeriksaan APLP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapahilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen risiko, pendidikan profesional berkeianjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minirmnal 120
jam/tahun per APIP.

3) SBarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat
pengukur boton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.¢ Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Jumiah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kota
Pariaman sebesar Epl.606.312.266 atau (0,23% dan total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Badan
Kepegawaian dan Penpembangan Sumber Daya Manusia pada
kegiatan Pengembangan Kompetesi ASN.
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Pemerintzh Kota Pariaman sudah memenuhi alokasi anggaran
untuk pendidikan dan pclatihan bagi ASN dalam rangka
pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah,
paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Angpgaran
2024 sehagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman harus tetap mengupayakan
dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan
terhadap Pengembangan Kompetensi Penvelenggara Pemerintah
Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

1} Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan
kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan
perundang-undangar.

2} Penyclenggaraan uji kompetensi pemerintaban dalam rangka
sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatthan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri dan Peraturan Mentceri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan
Kompetens: Penyelenggara Pemerintah pada Kota Pariaman dalam
APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan
tersebut d1  atas, maka Pemerintah Kota Pariaman #Hdalk
diperkenankan mengurangi besaran pcersentasc alokasi anggaran
dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan
pada butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2023.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, scbagai berikut :

a. Pemerintah Kota Pariaman mengalokasikan anggaran dalam rangka
dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pariaman
sebesar Rpl.136.658.500 atau 0,17% dari Total Belanja Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2024, pada kepgiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mevujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Dacrah
Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kota Pariaman agar mengalokasikan anggaran dalam
rangka dukungan pelaksanzan tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahterazn Keluarga (TP-PKK) Kota Pariaman
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub
kegiatan pada SKPD sesuai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

FPemerintah Kota Pariaman harus konsisten untuk menyediakan
alokasi anggaran yang memadal terhadap dukungan
pclaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK scbagaimana yang ditegaskan

pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar
15 Tahun 2023,

b. Penvediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas
tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kota
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Pariaman sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang
menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan
dilaksanakan oleh Bupati/Wali kola di wilayah kerja masing-masing
sebesar Rp603.451.750 atau 0,09% dari total Belanja Daerah yang
dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Somal dan
Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemerintah  Kota  Pariaman  harus  konsisten untuk
menyediakan alockasi anggaran dimaksud ygang memadai
sebagaimana diamanatkan dalam butir E.3.ai.4)ij Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023,

Penvediaan Anggaran Hibah Ferum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rpl27.940.500
atau 0,02% dari total Belanja Dacrah vang dianggarkan dalam
Kegiatan Perumusan  Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politil.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Mentenn Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Dacrah fWakil
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendinian
Rumah Ibadah. Pemnerintah Kota Pariaman harus konsisten untuk
menyediakan alokasi anggaran yang cukup dan memadai guna
mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadah vang dianggarkan pada perangkat daesrah vang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan
politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menten
Dalam Negeri Nomor 903/6397/5J tanggal 25 November 2020
tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, vang dilegaskan
juga pada butir E.3.ai.3}d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran
2023 sebesar Rpl02.606.602.721,27 atau 82,00% dar total Belanja
Barang dan Jasa dilambah Belanja Modal diluar Belanja Modal
Tanah scbesar Rp248.297.353.297 pada Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Hal ini sudah
memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang
menyatakan bahwza Bupati/fWali Kota wajib  merencanakan,
mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat
puluh  persen) nilai anggaran belanja  barang/jasa  untuk
menggunakan produk Usszha Mikro, Usaha Kercil, dan Koperasi dari
hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman harus terus berkomitmen unfuk

mendukung dan menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah
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Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027 /1023/35J
dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah
Daerah, Untuk itu agar Wali Kota Pariaman:

(a] melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  sesual  dengan
ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden
MNomor 12 Tahun 2021.

(1) Pemermtah Daerah wajib menggunakan produk usaha
mikro, usaha kecit dan koperasi dari hasil produksi dalam
negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat
puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa
yang tcrdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja
maodal di luar belanja modal tanah;

(2] Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam
negeri yang telah memiliki mlai Tingkat Kemponen Dalam
Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan

(3] memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa
dengan ketentuan diberikan terhadap barang vang memilild
TKDN paling rendah 25% {dua puluh lima persen}.

(b} meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa
kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK} lokal vang tergabung
dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE]/Marketplace dalam Toke Daring yang dikelola oleh
LKPP.

[c) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola
pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Dxaerah agar lebih efektif dan efisicn

dengan:
{1] membentuk, mengelola dan/atau menpgembangkan katalog
elektronik lokal;

(2] mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokat,

(3] melaksanakan E-purchasing melalui katalog elekironik
lokal untuk produk lokal! yang ditctapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

{4) melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan
dalam pelaksanaan E-purchasing.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi schesar Rp537.403.834.892 atau
78,41% dari total Belanja Daerah dalamm Rancangan Peraturan Daerah
Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 scbesar
Rp685.364.466.101, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-har Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
sebagaimana maksud Pasal 535 ayat {2) Peraluran Pemerinitah Nomor 12
Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang anlara lain tercantum pada
jenis belanja ¢
a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar Rpd26.688.071.973 atau
47,67% dan total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya  jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan
penghasilan gury, turjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan
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twnjangan sejenis lainnya yang bersumber dan TKD yang telah
ditentiukan penggunaannya sebesar Ep296. 148.858.973 atau 43,21%
dar total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Koto
Pariaman lentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanju pegawai di luar
tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunfangan Kinerja Daerah
maksimal 30% (Hga puluh persen} darl total belanja APRBD.
Dalam hal persentase Belanja Pegawal Daerah telah melebihi 30%
ftiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja
Peguwal Daerah secara bertahap dalam waktu 5 {lima) tahun,
sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a. 1) Lampiran Peraturan
Menieri Dalam Negert Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan angparan belanja pegawal yang antara lain tercantum

pada :

1 Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp202.278.528.196 atau 29,51% dari total Belanja Daerah,
dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana
kenatkan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK] serta
pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan
pengangkatan Calon ASN sesual formasi pegawai Tahun 2024,
kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress
yvang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari
jurnlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuaj
maksud butir C.3.a.1)h| Lampiran Peraturan Mentern Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan
Kerja, dan Jaminan Kemnatian vang antara lain tercantum pada :

a) Belanja Turan Jaminan  Kesehatan  ASN  schesar
Rpl3.794.001.993.

b} Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN  sebesar
Rp370.271.718.

c) Belanja  Turan Jaminan Kematian ASN sebesar
Rpl.110.815.087.

d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar
Rp90.000.000.

¢} Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD  sebesar
Epl.137.248.

f} Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar R 3.411.732,

Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman lenlang APBD
Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir
C.3.a.11h](%) dan butir C.3.a.1|h){6) Lampiran Peraturan Menteri
Dialam Nepgeri Nomor 15 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah
Momor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagl Pegawal Aparatur 3Sipill Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2017 lenlang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
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Nomor Y0 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 3ipil Negara.

Hak Keuangan dan Admimistratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

a)] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp6.738.388.681,
diantaranya dialokasikan unti:

(1) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar
Rp638.011.238.

{2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp1.716.900.000.

{3] Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp378.000.000.

{4] Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPED sebesar Rpl.080.996.007.

{5) Belanja  Tunjangan  Transportasi DPRD  sebesar
Rp2.088.450.000.

b} Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD  sebesar
Rp113.040.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  scrta
Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana Opcerasional
sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Kecuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor188.31/7808/SJ perihal Penjelasan
terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 dengan tctap memperhatikan aspek efektifitas,
cfisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam penpggunaan anggaran dimaksud.

Belanja Penerimaan Lainnyva Kepala Dasrah dan Wakil Kepala
Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp364.010.426
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, belum sesual dengan Pasal 9 ayat (2) huruf €
Peraturan Pemerintah Nemor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yvang menegaskan bahwa biayva penunjang operasional Kepala
Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli
Daerah di atas 50 milyor sampai dengan 150 milyar dialokasikan
yaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000 dan paling tinggi
sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran
tersebut harus mempedomani Pasal 8 huraf h  Peraturan
Pemerintalh Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya
harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah
dimaksud.

Tambahan Penghasilan ASN

Penvediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
gebesar Rp71.127.9Y3.994 atau 10,38% dari total Belanja
Dacrah dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kota Pariaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dsalam
rincian obyek belanja :
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Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal S8 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak
Dacrah bagi Pecjabat/PNSD yang melaksanakan tugas
pemungutan Pajek Daesrah atau pelavanan lainnya sesual
peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah
gsatu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan cobycktif lainnya scbagaimana maksud butir
C.2.a.1)t} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 15
Tahun 2023.

8) Belanja Honorarium sebesar Rp4.494.980.683 vang dialokasikan
untuk:

a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan sebesar Rp4.438.285.683.

b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar
Rp45.105.000.

¢} Belanja Honorarium Peranglkat Unit Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa (UKPBJ] sebesar Rp 11.600.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempertimbangkan azas kepatutan kewzjaran serta dalam
pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan
harga wang ditetapkan cleh Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian heonorarium tersebut agar mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1jh){7){c)jii.viii] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kota Partaman dilurang menganggarkan helanjo pegawat
yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belonja pegaial
dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan
DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1}h){{9) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa sebesar
Rp190.539.331.654 atau 27,80% dari total belanja dacrah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaalnya kurang dari 12 {dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa vang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai
sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/REPD pada
SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan
Permmerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir €.3.a.2)a) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain
tercantum pada obyek belanja .

6) Belanja Barang sebesar Rp31.973.312.084 yang antara lain
diuraskan pada Belanja Barang Pakai Habis  scbesar
Rp36.659.995.215, antara lain diuraikan pada :
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a] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  sebesar
Rp7.456.025.710.

bj Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp2.536.567.856,

¢l Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
sebesar Rpl.862.296.452,

d] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
sebesar Rp3.451.666.189.

¢) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kemputer
sebesar Rpl.066.716.657.

fi Bcelanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rpl.136.065.820.

g) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
sebesar Rp3.508.799.000.

h) Belanja Makanan dan Minuman  Rapat  sebesar
Hp4.498.771.750.

Pengangegarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yvang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan
estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan
mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c|{1}(a}
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun
2023, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 avat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Discrahkan kepada
Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang
nilai manfaatnya kurang dan 12 bulan dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna
pencapaiarl sasaran prioritas dacrah vang tercantum dalam
REPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yvang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa
sampai  siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir
C.3.a.2)c)(1)tb}, butir C.3.a.2)c)(l)(c} dan butir C.3.2.2)c)(1)(d)
Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 15 Tahun 2023.

Belanja Jasa sebesar RpB84.593.942.722 vang antara lain
diuraikan :

a)] Belanja Jasa Kantor sebesar Rp64.210.059.162 vyang

diuraikan antara lain :

(1} Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator
Pembawa Acara, dan Panitia, Pembawa Acara, dan
Panitia sebesar Rp3.989 382 638,

(2] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sckretariat Tim
Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.469 950,000,

(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar
Rpl.408.914.000.

(4} Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Dacrah sebesar
Rpl1.086.000.000,

Harus dibatasi penganggarannya dalam  Rancangan
Peraturan Daerash Kota Pariaman tentang APBD Tahun
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Anggaran 2024 mempertimbangkan azas kepatutan dan
kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan,
dan selanjutnya dilakiukan pengurangan jumiah alokast
anggaran tersebut di atas dengan mengurangl jumiah
grang/ anggota tm moupun penyesuaian harga satuan sesuai
dengan ketenituan peraturan perundang-undangan, serta
dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan
mempedomani standar satuan harga yvang ditetapkan oleh
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5! Peraturan
Pemerintgh Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan
bahwa Belamja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan
memiliki peranan dan  kontribusi  nyata  terhadap
pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya
sebagaimana  ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2){a)i.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023

{5) Belanja Jaza Tenaga Pendidikan schesar
Rp4.553.400.000,

{6) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rpl.167.742.000.

(7} Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat Sebesar Rp3.220.150.000

i¥) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar
Rp7.785.700.000.

i9) Belanja Jasa Tenaga Pelavanan Umum  sebesar
Rpl1.054.108.358.

{10)Belanja Jasa Tenaga Kebersiban sebesar
Rp2.010.700.000.

Huarus dibatasi dan dikurangi alokasinga dan agar diarahkan
untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan
mempedaomarni pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan
instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS
dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi
pegawal non PN3S yang bertugas pada instansi pemerintah
termasuk badan layanan umum daerah  sebelum
diundangkan peraturan pemerintah  ini masih tetap
melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lma) tahun tersebut dapat
diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan
schagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi
pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksanaan Bag Pegawal Negeri  Sipil  di
Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruniukkannya uniuk mengakomodir pengangkatan

baru bagn pegawai non PNS dan/atat non PPPK untuk mengist
Jubatan pelaksano ASN sebagaimanao  disebutkan di atas,

maka Pemerintah Kota Panaman tidak diperkenankan



b}

-51 -

untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan
untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja
yang diwapbkan lainnya yang belum terpenuhi  sesuaql
kefentuan peraturan perundang-undangarn.

(11} Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp4.188.764.732.

(12} Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum sebesar
Ep3.660.850.200.

{13} Belanja Pengolahan Air Limnbah sebesar
Rpl.B875.343.000

Penganggarannya agar discsuaikan dengan kebutuhan yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah
pegawal dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan
aspek efekrifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta
penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
sebagaimana ditegaskan pada butir  C.3.a.2)c)(2)(a)ii
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023

Belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rpl12.974.823.560

yang diuraikan :

(1) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan
BP Kelas 3 sebesar Rpl10.9595.418.000.

(2) Belanja Bantuan [uran Jaminan Kesehatan bagi Peserta
PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp924.033.600.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman dalam rangka mewujudkan Universal Health
Coverage [UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan
bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan
wran yang bersumber dari APBN sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada
SKPD yang menangam urusan keschatan pemberi pelayanan
kesehatan, Selanjutnya, Pemerintah Kota Pariaman tidak
diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya)
Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama
dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola
sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skcma
ganda sebagaimana dimaksud butir D 16.2.2)c)(2)(b)iv.i] dan
bunur D.16.a.2)c)(2}(bjv.wviii] Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Neger1 Namor 15 Tahun 2023.

{3) Belanja Iuran Jaminan Keschatan bagi Non ASN sebesar
Rp384.816.960.

(4] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja buagi Non ASN
sebezar Rpl152.566.127.

{3 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN schesar
Rp26.450.269.

Perlindungan  Jaminan Kecelakaan Kerja dan  Jaminan
Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tenmtang Perubahan atas Peraluran Pemerintah
Nornor 44 Tahun 2015,
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Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004
teritang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013
tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial,
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tenlang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud butir C€.3.2.2)c)(2)(b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran yang tercanium pada :

(1} Belanja Sewa Tanah sebesar Rp71.000.000.

(2} Belanja Sewn Peralatan dan Mesin sebesar
Rp2.318.200.000.

I3) Belanja Sewa  (Gedung dan Bangunan  sebesar
Rp3.679.555.000.

(4] Belanja Sewa Belanja Sewa Aset Telap Lainnya sebesar
Rp157.500.000.

Dapat dianggarkan dalam Fancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tabhun Anggaran 2024, dan
disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing
kepiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulit penggunaan
barang milik daerah.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan pengglunaan
anggaran secbagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1}
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Sclanjutnya, selisih lebih dan efisiensi penyediaan anggaran
tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset dacrah
dengan didasarkan pada perencanaan kebuluhan barang
milik daerah vang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah vang ada.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan
dan/atau standar harga sesual amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 19 Tahun 2016,

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rpi70.000.000,

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa
Konsultansi Non Konstruksi secdangkan penganggaran Jasa
Konsultasi Konstruksi mengilkuti konsep full costing atau
nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal
adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap
digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kota Paraman dapat
menganggarkan jasa  konsultasi  konstruksi apabila
diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dan diakui sebapai Konstruksi Dalam Pengerjaan
{(KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana maksud butir  C.3.a.2)c)(2)(g)
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Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023

Belanja Pemeliharaan sebesar Rpl1.762.763.851 yang diuraikan
pada :

a] Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp200.000.000.

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar
Ep>.884.793 547.

c¢) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar
Rp4.426.219.304.

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan lrigasi sebesar
Rp1.241.753.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan
kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pads
masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat 1) Peraturan Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2016.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelela barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1} dan ayat (2] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
C.3.a.2)c)(3]) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rpl5.383.801.000 yang
dialokasikan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
sebesar Rpl15.283.801.000.

Dalam penganggaran Belanja Pengalanan Dinas  harus
memperhatikan aspek pertanggungiawaban sesual dengan biaya
riil dan pengalokasian pada kode rekening yvang sesuai dengan
maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan.
Selanjutnya dirasionalkan dan dikurangi jurnlah anggarannya
dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinernja
kegiatan. Pemerintah Kota Pariaman agar menghitung kembali
atokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatast hari, jumlah
arung dan capaion Kineru perjalanan dinas dimaksud, sehingga
relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan
hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran
belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir C.3.a.2)c){4}
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi scbagaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas
sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang
menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun
2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota
Pariaman untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan
pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah
Daerah Kota Pariaman sekurang-kurangnya 1% (salu persen)
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dari total belanja daersh (diluar gaji dan tunjangan|, serta
untuk mcmenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait
penyelenggaraan Pemnilu dan Permiukada serentak.

Selanfutnya, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke
Luar Negeri agar ¢&tHdak dlanggarkan pada Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran
2024 kecuall hanya untuk keglatan yang bersifat urgent
dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kota
Pariaman, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama
antara Pemerintah Drerah Kota Pariaman dengan pihak luar
negeri dan dalam pelaksanaannya fuga hanis berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan
Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negen
Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negen dan
Pemerniniah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD.

10) Belanja Uang dan/fatau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rpl10.830.604,157 vyang
diuraikan pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat.
[Dalam pelaksanaannya telap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nvatla
pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada
kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu
prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak
sosial kemasyarakatan aldbat penggunaan tanah milik
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek
strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam butir C.3.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negerd Momor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

1] Belanja Pegawai BOS sebesar Rp 1.832.015.000.

Z2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp2.836.413.140.

3} Belanja  Modal Peralatan dan Mesin BOS  sebesar
Rp1.885.528.860.

4] Belanja Modal Aset Tetap Lainnyva BOS sebesar Rpl. 152.640.000.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rpl14.706.600.000 tdak sama nilainya
dengan alokasi target DAK WNon Fisik BOS pada Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rpl4.774.300.000, masih terdapat kekurangan
pengalokasian belanja BOS dibandingkan pendapatan transfer DAK
Mon Fisik BOS sebesar Rp67.700.000, tidak sesual maksud
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah
Daerah dan butir C.2.b.4)aji4l{ei. Lampiran Peraturan Menlen
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
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d. Penyediaan angparan yang tercanturm pada

1] Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp5.127.525.800.

2] Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp6.138.492.700.

3] Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rpl.177.230.500.

4] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD  sebesar
Rp266.50{0.000.

5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ingasi BLUD sebesar
Ep50.000.000.

Alokasi Belanja BLUD sebesar Rpl2.759.749.000 sudah sesual
dengan alokasi pendapatan BLUD sebesar Rpl12.759.749.000, hal ini
sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk
membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA yang dikonsolidasikan ke
dalam APBD dalam jenis Retribusi ataupun Pendapatan Lain-lain
PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal
dari Pendapatan BLUD dan BILPA BLUD,
diintegrasikan /dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD} pada akun
belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1|
(satu) kegiatan, 1 (salu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta
dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan
Pemerinlah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub
kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

Penyediaan anggaran yang lercantum pada Belanja Hibah sebesar
Rp19.483.791.265 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada :

1] Belanja Hibah kepada Pemnerintah Pusat sehesar
Rpl3.941.261.265.

2] Belanja Hibah Uang kcpada Badan dan Lembaga yang Bersifat
Mirlaba, Sukarela dan Sosial vang Dibentuk PBerdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rpl.497.100.000,

3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan Somial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rpl.954.200.000.

4] Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rpl.250.000.000.

5] Bclanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik schosar
Rp841.230.000,00.

Penyediaan angparan yang tercantum pada Belanja Bantuan Sosial
sebesar Rpb92.640.000 pada Rancangan Peraturan Daerah lentlang
APBD Tahun Anggaran 2024, yang dalckasikan untuk Belanja
Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kota Pariaman  telah
memprioritaskan  pemenuhan  belanja untuk mendanai urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintzhan Pilihan yang
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diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewcnangan Pemerintah Kota Pariaman serta untuk mendanai
program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan
pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja
hibah dan bantuan sosial depat dianggarkan sepanjang telah
memenuhl persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian
sasaran program dan kegialan pemerintah daerah sesual urgensi
dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemenniahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan Juga
bertujuan untuk melindungl dan kemungkinan terjadinya resiko
sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayal (4} Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 lenlang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal
62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
butir C.3.a.5) Lampiran Peraluran Mentert Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar
dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memuadai
{dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kota
Pariaman baru sebesar Rpl8.476.614.901 atau 2,70% darl
total belanfa daerah dalaeam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024}, maka Pemerintah Kota
Pariaman wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial tersebut untuk pemenuhan Belanja
Urusan Pemerintahan Wafib terkait SPM tersebut, sebagaimana
ditegaskan pada pasal 11 ayat {3) dan pasal 18 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan perianggungjawabannya terhadap belanja hibah
dan bantuan social tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran
tujuan dar1 penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian
proses evaluasi dan rekomendas: dan Kepala Perangkat Daerah
berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penvediaan anggaran
tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alckasi
anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sitfatnya menjadi
urusan pemerintah daerah diangparkan pada masing-masing SKPD,
sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan
menjadi urusan pemcrintah daerah dianggarkan pada SKPD
Selretariat Daerah.

Khusus wuntuk pagu anggaran belanja hibah fuga harus
mempedoemani pagu anggaran belanfa hibah yang tercantum
pada kelompok Belanja Operasi dalam KUA-PPAS

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp841.230.000 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam
Fancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor ! Tahun 2018 tentang Perubzbhan Kedua atas
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Peraturan Pemetrintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir C.3.a.3)d){7}
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomaor
900.1.2.1/435/3J tenlang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Bupatikota dan
Walil Bupatikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka
Pemerintah Kota Pariaman agar memastikan tersedianya alokasi
anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerzh serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPL) dan Badan
Pengawas Pemiiu [Bawaslu} sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan
di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya dialokasikan pada
APBD Tahun Angparan 2024,

Dalam Lampiran [l Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman
tentang Penjabaran APBD TA. 2024, alokasi Belanja Hibah untuk
KPU Kota Panaman sebesar Rp8.877.857.865, scdangkan hibah
kepada Bawaslu Kota Pariaman sebesar Rp3.289.781.400.

Untuk menjamin  Ketersedigan anggoran untuk penyelenggaraan
tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kota Pariaman
Tahun 2024, Pemerintah Kota Pariaman Rarus mengalokasikan
hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Parilaman scbesar sisa
total kebutuhan pada APBD TA 2024 ini, sesual NPHD yang telah
ditunda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan KPU serla
Bripasiu Kota Partiaman.

#. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rpd7.758.021.643 atau
B,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus
diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan saranda
dan prasaranae yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah,
sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4Ja} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negerl Nomor 15 Tahun 2023,

Penpangparan Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran
vang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya
yang memenuhi kriteria mempunyal masa manfaat lebih dad 12 [dua
belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan
melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir C€.3.b.1),
C.3.b.2} dan butir C.3.5.3) Lampiran Peraturan Mentert Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023,

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai
dengan kemampuan keusngan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efistensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam neger. Selanjutnya,
perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan satah satu
dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan barang milik daerah vang baru fmrew [Ritiativel dan angka
dasar fBasefine} serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kcbutuhan
barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
standar kebutuhan danjatau standar harga, penectapan standar
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kebutuhan oleh Wali Kota Pariaman scsuai amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir
C.3.0.7), C.3.0.8), C.3.0.9) dan C.3.b.10} Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan  kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir lidak melebihi 10% ({sepuiuh per seratus] dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54
avat {2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.069.553.384 yang

diuraikan ke dalam bclanja antara lain :

1} Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp2.000.000.000.

2] Belanja Modal Alat Kanter dan Rumah Tangga sebesar
Epl.346.686.600.

3] Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar
Rp5.249.117.999,

4) Bclanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp422.955.000.

5] Belanja Modal Komputer sebesar Rp399.334.583.

b Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Epld4.741.482.450
yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :

1} Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Bpl4.363.382.450.
2} Belanja Modal Tugu Titik Kontrel/Pasti sebesar Rp111.600.000.

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp28.778.795.80%9
yang anlara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :

1] Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp13.686.139.559.
2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rpl4.136.262.500.
3) Belanja Madal instalasi sebesar Rpl10.000.000.

d. Belama Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rpl.168.160.000 untuk
pengadaan bahan perpustakaan.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dan
12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan
Dacrah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan
Pemerintah Kota Pariaman, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019,

Penganggaran belanja modal dilakukan sesual dengan kewenangan
dan kemampuan Keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya,
penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah [RKBMD] yang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kota Pariaman tidak diperkenankan mernganggarkorn
pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan
tidak merupakan Kewenangan daerah, dan selanjutnya agar
dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya
juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintah Daerzh sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor ¥ Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
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Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan  Prasarana  Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud buur C3.b.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 15 Tahun 2023.

Belanja Tidak Terduga

Penyedizan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rpl.500.000.000
atau 0,22% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah alokasinya perlu
uniuk dihitung kembali dan nominalnya disesuaikan dengan proveksi
kebutuhan yang dihitung sccara rasional dengan mempertimbangkan
realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan kemungkinan adanya
kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi scbelumnya, di
luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan
perundang-undangan, scbagaimana malksud Pasal 68 dan Pasal 69
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir €.3.c.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023,

Belanja Transfer

Pentvediaan anggaran Belanja Transfer scbesar Rp88.702.609.566 atau
12,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, vang diuraikan
sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp2.041.174.571 atau 10% dari total
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kotz Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp20.411.745.7 18 diuraikan dengan rincian obyek:

1] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Keta dan Desa sebesar Rpl.204.000.000, vang
diuraikan ke dalarn rincisn obyek Belanja Bagi Hasil Pajak
Draerah Kepada Pemerintahan [esa atau 10% dari lolal Pajak
Daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kota Pariaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.040.000.000.

2] Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp837.174.37]1 vang
diuraikan ke dailam rincian cbyek Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kabupaten/Kotz Kepada Pemerintahan Desa atau 10%
dart total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Ep8.371.745.718.

Pernerintah Kota Panaman sudah mengalokasikan anggaran untuk
belanja bagi hasil kepada desa, dimana bezaran alokasi dana bagi
hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi
daecrah Kota Pariaman dimaksud dianggarkan secara bruto
sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7] Peraturan
Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a){B} Lampiran
Peraturan Meniteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

L. Belanja Bantuan Keuangan sehesar Ep86.661.434 9495 atau 12,64%
dari tolal Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Koia
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan ke
dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Dserah Provinsi




- 60 -

atau Kabupaten/Kota kepada Desa termasuk di dalamnya Dana
Dcsa dari APBN sebesar Rp40.075.236.000 sehingga alokasi Belanja
Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
kepada Desa sebesar Rp46.586.198.9595.

Jumilah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang
dialokasikan tersebut sudah memenuhi ketcntuan pasal 72 ayat {4)
dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi
Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dan dan DTU
(DAU dan DBH) yvang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki
desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-SDA scbagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar
Rp421.434.048.000 yaitu sebesar Rp42.143.404.800.

Untuk itu, Pemerintah Kota Parlaman agar konsisten untuk
menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kcpada Dcesa
sebagaimana amanat kelentuan peraturan perundang-undangamn,
sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.d.2/bjf8), (C.3.d.2)b)f9),
C.3.d.2)b)10}, C3.d.2jkj11) dan butir C3.d4.2/bj12} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

D. Kebijakan Pembiayaan

Penyediaan alokasi permnbiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Panmaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024  sebesar
Rp28.500.000.000, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan
Peraturan Dacrah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebagai berikut:

1} Penerimaan daerah vang dianggarkan dalam APBD harus merupakan
rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapal untuk setiap sumber Penerirnaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2] Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penenmaan yvang perla dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yvang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang terdiri :

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan
sebesar Rp28.500.000.000 vang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya

Penganggaran  SiLPA  tersebut  harus didasarkan pada
penghitungan dengan cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya
pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat
didanal akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan
sebagaimana ditegaskan pada butir (.4.a.2)a)fl} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
sebelumnya, Pemerintah Kota Pariaman wafb menganggarkan SiLPA
dimaksud sesual  ponggunaannya  achagaimana maksud  butir
C.4.a.2)a}f3} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,
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Dalam hal SILPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat
diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang
harus dipenuhi sebapaimana maksud butir C.4.a.2ja)f4} Lampiran
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Serta dalam hal SILPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah,
Pemmerintah Kota Pariamandapa! mengarahkan penggunaan 3iLPA
dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dacrah yang
berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud
butir C.4.4.2/a){346) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor
15 Tahun 2023.

Memperhatikan data target Silpa APBD Kota Pariaman Tahun 2023 pada
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar
Rp2.341.270.700 dibandingkan dengan rencana SILPA Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp28.500.000.000 terdapat selisih sebesar
Rp25.669.223.104, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya
pengeluaran di Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat
tidak tercapainva Silpa tahun 2023 maka Bupati dan DPRD Kota
Pariaman agar melakukan rasionalisasi perkiraan Silpa sesuai
dengan potensi riil dan kewajaran.

Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan pengeluaran
pembiayaan.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN
RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Program,

Kegiatan, dan Sub Kepiatan Ranperda dan

Ranperkada dengan Perubahan RKPD
Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta plafon anggarannya
dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kota

Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 scbagaimana Tabel 11
sebagai berikut:

Tabel 11

Kesesualan Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plafon
Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

No | Kstemsgan RPJMD RKPD EKUA-PPAE AFBD
L #mi-fm 175 175 172 172
B .l'_'lchl.I::I'I e — e —
i Jurnlal
Kepiatarn 411 377 377
| Jumiah ]
I Hub - 19083 G212 Q22
Kemalan
Jumnakh
4  Mokasi i
T Anggaran Rp635.364.466.10] | Rp685.204 466,101 | Rp683.304 .466,10] [ Rpb85.364.4606,101 .
iRl

Jumlah program scbanyak 172, jumlah kegiatan scbanyak 377 dan jumlah
sub kegiatan sebanyak 922 pada Rancangan Peraturan Daerah Kota

Pariaman tentang APBD TA. 2024 belum sesuail dengan jumlah program dan
kegiatan dalam RKPD Kota Pariaman Tahun 2024,
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Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Pgriaman hanya
diperkenankan melukukon penambahan program, Kkegiatan dan  sub
kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan AFPBD sepanjang
memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesual ketentuan  peraturan
perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab [f huruf A angka 2
huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 77 Tahun
2020,

.Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terdapat sub kegiatan yang terdapat
dalamm Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wal: Kota Pariaman tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 namun tidak terdapat dalam RKPD
zerta KUJA dan PPAS, antara lain:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekelah

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sckolah/TU

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pembangunan Laboratorium

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Pembangunan Ruang Kelas Baru

Pengelolaan Dana BOP PAUD

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Nonlormal / Kesetaraan

Pengelolaan Dana BOP Sckolah Nonformal/Kesetaraan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

m. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyvelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota

n. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/Kota

0. Seluruh Sub kegatan pada UPTD. Satuan Pendidikan Non Formal
SKB dan SMP

2. Dinas Kesehatan

a. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

b. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Keschatan /Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

¢. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penvakit Potensial KLB ke
Laboratorium Rujukan /Nasional

d. Pengelolaan pelayanan keschatan Malaria

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

3. RSUD dr Sadikin

a. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya
Pengelolaan Pelayanan Keschatan Ibu Bersalin
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan Pclayanan Kesehatan Reproduksi
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV {ODHIV)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reprodulksi
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
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4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan

Hidup
a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada UPT Pengelclaa Air
Bersih

5. Dinas Kermunikasi dan Informatika
a. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

&. Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja

a. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Paniwisata Dan Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Ada
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

paog

7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

8. Sckretariat DPRD
a. Orientasi DPRD
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

9. Inspektorat Daerah
a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

.Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Dacrah

Kota Palaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan
Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2024 tidak berpedoman pada RKPD serta KUA dan PPAS sebagaimana
maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023,

Untuk itu, Pemenntah Daerah Kota Pariaman agar konsistensi pada setiap
tahapan perencanaan anggaran daerah, mulal darn EKPD, KUA, PPAS dan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebagaimana maksud Pasal 2635 ayat (3), Pasal 310 ayat [1), ayat {2)
dan ayat (3} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemer & Tahun 2023,
Pasal 17 ayat (2] Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4] Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Ewvzluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daegrah,
dan Pasal 23 ayat {2], Pasal 82 ayat {1) dan Pasal 90 avat (3} Pecraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 lenlang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-
undangan vang lebkih tingm setelah RKPLD ditetapkan, KUA dan PPAS
disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariathan tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 disctujui bersama, Pemerintah Dacrah Keta Pariaman
menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya
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ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN KOTA PARIAMAN TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN RPJMD

Kesesualan program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Pariaman tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD
sebagaimana maksud Lampiran VIl Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan jumlah anggaran vang tercantum dalam RPJMD
pada Tahun 2024 Rp685.364.466.101 dan yang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 Rpb85.364.466.101; dan

2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024
sejumlah 175 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Pariaman lentang APBD Tahun Anggaran 2024
scjumlah 172 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Pariaman agar memperhatikan:

1. Jumlzh anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja
daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program pricritas
daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan

2. Jumlah program, kegiatan, dan sub keglatan agar didasarkan pada hasil
fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2024.

3. Belanjutnya, agar penyesualan program mempertimbangkan pencapaian
target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikaior Kinerja Utama [IKU]
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD} sebagaimana tertuang dalam RRIMD
Kota Pariaman Tahun 2024-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kota Parnaman dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024,
selain memperhatikan kebijakan dan  tekmis  penyusunan  AFBD, juga
mempedoemani antara lain sebagai berikut :

A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan permbiayaan daiam Raticargan
Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap
harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh  wilayah
Republik Indunesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Eksirern, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah
kabupaten fkota melalui kegitan/subkegiatan antara lain:
a. rehabilitas sosial PMKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
di Luar Panti Sosial;
b. pemeliharaan anak-anak terlantar;
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pengelolaan pendidikan nonformal /kesetaraan;

pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;

e. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

o o

2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil
musyawarah desa/fkelurahan yang dibuktikan dengan berita acara
musyawarah desa/kelurahan melalui kegitan/subkegiatan antara lain:

a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota;

b, advokasi, pemberdayzan, kemitraan, peningkatan peran serta
masyarakat dan linlas sektor tingkat daerah kabupaten/kola.

3. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran
data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui
kegiatan /subkegiatan antara lain:

a. penvediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP
kewenangan daerah kabupaten/kota;

b. pemberdayaan dan  perlindungan koperasi yang Keanggotaannya
dalam daerah kabupaten /kota; dan

c. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

4. mermfasilitasi penyediaan perumahan bagl penerima manfaat; dan

5. menyvampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (riga] bulan sekali.

C. Menindaklanjuti  Surat  Edaran  Menteri Dalam  Negenn  Nomor

900.1.9.1/5252/5J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kota
Pariaman harus mengalokasikan anggaran serta memastikan cukup
tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah
serentak kepada KPU dan Bawaslu sesual kebutuhan di APBD TA. 2024, Bila
ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanfuti maka nomor register
untuk penetapan Perda APBD 2024 tidak akan diberikan. Untuk itu,
pada saat pemerintah Kota Pariaman menyampaikan hasil tindak lanjut
evaluasi gubemur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran
Hibah ke KPU dan Bawaslu scbagai data pembanding untuk penerbitan atau
tidak menerbitkan nomor regisier pada AFBD 2024, Dokumen resmi tersebut
herupa salinan Naskah Penanjian Hibah Daerah [NPHD) tentang
Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Pariaman Tahun 2024 antara Wali Kota Pariaman dengan Ketua
KPFU dan Kectua Bawaslu Kota Pariaman.

. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan
APBD vang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah
perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP
sebagal gualify assurance untuk melakukan reviu  atas dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana
Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait
dan TAPD tclah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP.
Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD
disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan
ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling
lama 7 (tujuh} hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.
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E. Pemerintah Kota Pariaman agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran
Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non
PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015,
dimana kriteria pekerja vang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara
negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

F. Pemerintah Kota Pariaman agar melakukan langkah-langkah percepatan
pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis
baterai (Battery Electric Vehiclel sebagal kendaraan dinas operasional
dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah,
sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electric Vehicle] Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau
Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah.

G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah
Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) dan ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk
sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut, maka Wali Kota
Pariaman agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
rangka mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan peringatan HUT
Satpol PP ke-74 dan Satlinmas ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di
Sumatera Barat. Untuk itu diminta Wali Kota Pariaman menyiapkan dan
memastikan ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun
Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan
dimaksud.

GUBE UMATERA BARAT,

MAHYELDI




